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ARDYA SETIOWATI (B111 10 302), TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM 
TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA 
PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR. Di bawah bimbingan Marwati Riza 
selaku pembimbing I dan Hasbir Paserangi selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di Kota Makassar dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terpenuhi atau tidaknya 
hak-hak pekerja perempuan di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan dibeberapa perusahaan di Kota 
Makassar yang menempati sektor ketenagakerjaan yang berbeda-beda, 
yaitu Avira Hotel, Mc Donald’s Restaurant, Matahari Department Store, 
Alfaria Trijaya Tbk,  SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77. Jenis 
data merupakan analisis kualitatif terhadap data atau fakta hukum yang 
diperoleh di lapangan dengan menafsirkannya yang berlandaskan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disajikan 
dalam bentuk deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemenuhan 
hak-hak pekerja perempuan di Kota Makassar. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan pemenuhan 
hak-hak pekerja perempuan di Kota Makassar khususnya sektor 
pariwisata, sektor penyediaan bahan bakar dan gas bumi, dan sektor 
department strore pada umumnya belum terpenuhi dengan baik karena 
tidak semua hak-hak pekerja perempuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224 tahun 2003 tentang 
Kewajiban Perusahaan yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan 
Antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00 dilaksanakan seutuhnya 
oleh pihak perusahaan. Selain itu dalam pelaksanaan pemenuhan hak-
hak pekerja perempuan di Kota Makassar ditemukan faktor pendukung 
dan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Faktor pendukung 
adalah faktor yang memperlancar proses pelaksanaan pemenuhan hak 
pekerja perempuan, sementara faktor penghambat adalah faktor yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari 
bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 
1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 
1945 yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam 
Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban 
negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh 
pekerjaan yang laya bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu 
perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan 
kewajiban negara tersebut. 
Saat ini kelangsungan hidup manusia sangat bergantung akan 
pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan. Setiap 
manusia harus bekerja karena dengan bekerja, maka manusia dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Dalam perkembangannya 
hubungan pekerja dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja 
yang melahirkan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, baik 
pengusaha maupun pekerja. 
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Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi antara 
pekerja dan pengusaha tidaklah mudah. Upaya penegakan hak dan 
kewajiban pekerja, serta hak dan kewajiban pengusaha baik bersifat 
normatif maupun non-normatif, diharapkan dapat menghasilkan suatu 
kondisi yang kondusif, aman, dan nyaman untuk melakukan pekerjaan 
baik bagi pekerja maupun pengusaha. Kondisi tersebut juga diharapkan 
dapat meningkatkan produktivitas kerja sebagai salah satu syarat dalam 
peningkatan kesejahteraan pekerja. 
Peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan suatu kewajiban 
yang harus dipenuhi bagi pengusaha. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 
nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 27 UUD 1945 
yang secara jelas disebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, 
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
dikemukakan secara jelas bahwa sebagai tujuan pembangunan tenaga 
kerja perlu mendapatkan perlindungan dalam semua aspek, termasuk 
perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri, 
perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga 
menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya 
kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja disebutkan bahwa buruh atau pekerja merupakan mitra 
pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, 
menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningatkan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia pada umumnya. Peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui membentuk serikat 
pekerja atau serikat buruh. 
Hukum Perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan 
seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang 
mengatur pola hubungan Industrial antara pengusaha, disatu sisi, dan 
pekerja atau buruh disisi yang lain. Syarat dalam mencapai kesuksesan 
pembangunan nasional adalah kualitas dari sumber daya manusia 
Indonesia itu sendiri yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk 
memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak 
mungkin tercapai tanpa memberikan jaminan hidup, sebaliknya jaminan 
hidup tidak dapat tercapat apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, 
dimana dari hasil pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk 
membiayai dirinya dan keluarganya. 
Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus 
merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua 
sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral 
maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan 
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kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. 
Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus 
dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan 
partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan. 
Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan 
tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi 
angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di 
perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak 
membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang 
bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan 
berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak 
memberikan suatu hasil yang tepat dan rutuin, dan adanya kesempatan 
untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat 
bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga kerja wanita yang 
sudah dewasa yang sudah dapat digolongkan pada angkatan kerja. Tetapi 
sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus 
belajar di bangku sekolah. 
Disisi lain terdapat masalah gangguan yang dialami oleh 
perempuan di tempat kerja, baik oleh teman sekerja maupun oleh 
majikan. Gangguan ini dapat berupa komentar-komentar atau ucapan-
ucapan verbal, tindakan atau kontak fisik yang mempunyai konotasi 
seksual, misalnya menegur pekerja dengan menggunakan kata-kata 
hinaan, mengomentari atau menatap bentuk tubuh pekerja yang disertai 
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dengan nafsu, menyentuh dengan sengaja bagian tubuh pekerja dengan 
maksud melecehkan, atau bahkan ajakan untuk berbuat hal-hal yang tidak 
sewajarnya. Walaupun seringkali oleh orang yang menjadi sasaran 
tindakan tersebut, suatu gangguan tampaknya tidak membahayakan 
secara langsung, namun dengan adanya tindakan itu yang mempunyai 
unsur kekuasaan dan dominsi, si orang tersebut selalu menjadi sadar 
akan keperempuannya dan keperawanannya terhadap gangguan-
gangguan tersebut. Bentuk yang paling ekstrem dari gangguan seksual itu 
adalah perkosaan yang seringkali pula disembunyikan, dalam artian 
bahwa sering dianggap peristiwa tersebut sebagai peristiwa individual 
semata dan tidak menyangkut pelanggaran hak asasi manusia. 
Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin 
kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada 
masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan 
banyak terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem 
pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan 
perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku 
industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan 
ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar 
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat 
ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 
juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan 
antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga 
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kelangsungan usaha dan ktenagakerjaan dalam rangka meningkatkan 
produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin. 
Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan 
buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67-101meliputi perlindungan 
buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan 
dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Dengan demikian, 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur 
hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di 
dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. 
Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang 
bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi 
dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan 
kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap 
kemajuan dunia usaha di Indonesia. 
Apabila dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan 
dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang keselarasan hubungan 
kerja antara pekerja dan pengusaha, maka seharusnya permasalahan dan 
kesenjangan ataupun perselisihan yang timbul antara pekerja dan 
pengusaha dalam lingkungan kerja sudah dapat dicegah dan diatasi 
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secara mudah. Kemudian kewajiban dan hak antara pekerja dan 
pengusaha juga sudah dapat terpenuhi, pekerja mendapatkan 
kesehjahteraan kerja baik dari segi ekonomi maupun keamanan dan 
kenyamanan kerja, dan pengusaha mendapatkan hasil produksi kerja 
yang berkualitas baik sesuai dengan tuntutan kerja yang diberikan kepada 
pekerja. 
Namun, kenyataannya kehidupan para pekerja atau buruh di 
Indonesia sangatlah jauh dari kesejahteraan. Baik dari segi ekonomi 
maupun dari keamanan dan kenyamanan dalam bekerja masih sangat 
jauh dari standar keselamatan kerja yang telah ada. Hubungan antara 
pekerja atau buruh dengan pengusaha juga masih menampilkan adanya 
jurang pemisah diantara keduanya. 
Pekerja atau buruh masih sering dianggap sebagai bawahan yang 
harus memberikan seluruh tenaga dan waktunya demi kepentingan 
pemilik perusahaan. Pengusaha sebagai pemilik perusahaan masih 
menempatkan para pekerja atau buruh satu tingkat di bawah mereka. 
Situasi tersebut memberikan gambaran adanya perbedaan tingkat sosial 
dalam masyarakat. Hak dan kesejahteraan pekerja atau buruh juga masih 
sering terabaikan karena kurangnya kesadaran dari pemilik perusahaan 
akan kebutuhan hidup pekerja atau buruh. Khususnya pada sisi 
keselamatan, keamanan dan kenyamanan para pekerja atau buruh. 
Sebagian besar buruh di Indonesia khususnya buruh pabrik di 
dominasi oleh buruh perempuan. Ribuan pabrik-pabrik seperti pabrik 
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garmen, pabrik tekstil, pabrik sepatu, dan pabrik rokok atau bahkan pusat-
pusat perbelanjaan dan supermarket lebih senang mempekerjakan buruh 
perempuan karena dianggap lebih teliti dan dapat dibayar murah. Hal ini 
merupakan fenomena dari sistem kapitalisme global yang diterapkan di 
berbagai negara termasuk Indonesia, yang menganggap perempuan 
sebagai komoditas. Biasanya buruh perempuan dipekerjakan untuk 
mengerjakan satu jenis pekerjaan tertentu selama bertahun-tahun yang 
hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapihan. Akibatnya tidak 
ada kesempatan bagi buruh perempuan untuk meningkatkan jenjang karir 
atau promosi jabatan. Di samping itu, pekerja perempuan rentan 
mengalami berbagai persoalan pelanggaran hak, seperti: Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang jelas, upah 
rendah, lembur paksa yang tidak dibayar, larangan kebebasan berserikat, 
kondisi dan fasilitas kerja yang buruk, larangan cuti haid, melahirkan, dan 
keguguran, dan lain-lain. Kalaupun pekerja/buruh perempuan mendapat 
hak cuti haid, melahirkan dan keguguran pekerja tersebut tidak dengan 
tetap mendapatkan upah penuh. Pekerja/buruh perempuan yang 
mendapat cuti dengan dipotong upah atau tidak dibayar upahnya selama 
cuti, atau bahkan dipecat pasca melahirkan. Mereka dianggap tidak 
produktif oleh perusahaan.1 
 Salah satu contoh pelanggaran HAM yang dialami pekerja 
perempuan seperti dalam kasus mantan karyawan hotel Soechi 
                                                             
1. http://dk-insufa.info/opini/1210-lindungi-buruh-perempuan-indonesia-dari-
pelecehan-seksual- di unduh tanggal 14 September 2013  
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Internasional Medan, Nurlatifah, saat itu kondisinya sedang hamil tua dan 
ditempatkan di lantai 12 hotel itu. Nurlatifah akhirnya di-PHK manajemen 
hotel dengan alasan tidak masuk kerja sehari, padahal wanita tersebut 
telah melapor tidak masuk kerja karena keperluan yang mendadak. Kasus 
Nurlatifah menjadi salah satu contoh bentuk pelanggaran HAM yang 
dialami pekerja perempuan di Indonesia, padahal seharusnya ia 
mendapatkan cuti hamil.2 
Selain itu, Kontras3 Sumatera utara beranggapan sejumlah 
perusahaan juga tidak membedakan pekerjaan yang seharusnya 
dilakukan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, kurangnya pemahaman 
yang didapatkan masyarakat tentang hak pekerja terutama perempuan 
menjadi salah satu faktor mengapa masalah pelanggaran HAM sering 
terjadi di perusahaan. Pihaknya menilai, sejumlah perusahaan juga tidak 
mempedulikan potensi pekerjanya yang harus dikembangkan dan hanya 
beranggapaan pekerja merupakan alat untuk mendapatkan keuntungan.  
Kasus di atas adalah contoh kecil dari banyaknya kasus 
pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja atau buruh perempuan 
yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 
merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan 
Sosiologi Hukum terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Pekerja 
Perempuan di Kota Makassar.  
                                                             
2. http://www.antarasumut.com/perempuan-korban-pelanggaran-ham-terbesar-di-
perusahaan/ diunduh tanggal 15 September 2013.  
3. Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di Kota 
Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terpenuhi atau 
tidaknya hak-hak pekerja perempuan di Kota Makassar? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di 
Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terpenuhi 
atau tidaknya hak-hak pekerja perempuan di Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi 
sebagai kontribusi ataupun saran yang berfungsi sebagai 
masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau 
lembaga yang terkait dengan permasalahan pemenuhan hak 
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tenaga kerja perempuan di Indonesia, khususnya di Kota 
Makassar. 
2. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan 
sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan 
kajian Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Di samping itu 
menjadi sebuah alternatif acuan atau perbandingan bagi para 

















A. Pengertian Pekerja 
Ada banyak definisi tentang pekerja, baik yang disampaikan oleh 
para ahli maupun oleh pemerintah yang dituangkan di dalam undang-
undang ketenagakerjaan. Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian 
tenaga kerja sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 
menentukan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan, 
dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap 
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap 
orang yang melakukan pekerjaan dan mendapat upah atau imbalan lain. 
Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang 
dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas 
atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam 




B. Hubungan Hukum Perburuhan 
1. Hubungan kerja 
Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan 
seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya 
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu 
perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima 
upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi 
upah.4 
Setiap orang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 
haruslah melaksanakan pekerjaan, sebab tanpa melakukan pekerjaan 
orang tersebut tidak dapat memperoleh nafkah untuk mempertahankan 
hidupnya. Dalam melaksanakan pekerjaan ini harus dibedakan yaitu: 
1. Pelaksanaan pekerja untuk kepentingan diri sendiri, baik dilakukan 
sendiri ataupun dengan memanfaatkan tenaga anggota-anggota 
keluarganya (isteri dan anak-anaknya), pelaksanaan kerja yang 
demikian tidak diatur oleh Hukum Perburuhan karena hubungan 
kerja berlangsung dalam suatu rumah tangga, hasil akan dinikmati 
pula oleh para anggota rumah itu sendiri dan demikian pula 
apabila timbul resiko akan dipikul bersama-sama oleh mereka. 
2. Pelaksanaan kerja dalam arti hubungan kerja dengan anggota 
masyarakat, dimana si pekerja/buruh menggantungkan nafkahnya 
kepada pemberian orang lain yang umumnya merupakan 
                                                             
4. Iman Soepomo, Hukum Perburuhan – Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: 
Djambatan, 2009), hlm. 1.  
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upah/imbalan atas jerih payah pengerahan tenaga kerja untuk 
kepentingan orang yang mengerjakannya.5 
Selanjutnya sehubungan dengan pekerjaan dan pelaksanaan 
pekerjaan lahirlah Hubungan Kerja atau Hubungan Perburuhan, yang jika 
ditinjau dari segi hukum sekarang mempunyai arti sebagai berikut: 
hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan 
kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada 
dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
pekerja/buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
majikan terhadap pekerja/buruh.6 
Dan di dalam hubungan kerja juga terdapat unsur agar dapat 
memenuhi hubungan kerja tersebut, yaitu:7 
1. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 
KUH Dagang), pekerjaan adalah objek perjanjian sehingga 
menjadi faktor paling utama timbulnya perjanjian kerja. Karena itu, 
jika pekerjaan yang diperjanjikan tidak ada, dapat dikatakan 
perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Mengenai sahnya 
suatu perjanjian yang umum, yang menurut Pasal 1320 KUH 
Perdata harus terpenuhi empat persyaratan, yaitu: 
                                                             
5 . Gunawi Kartasapoetra Dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang 
Pelaksanaan Hubungan Kerja, (Bandung: Amrico, 2008), hlm. 28. 
6. Ibid, hlm. 29.  
7.  Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: 
Grasindo, 2010), hlm. 7. 
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- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 
- Suatu hak tertentu. 
- Suatu sebab yang halal.8 
2. Adanya upah (Pasal 1603 p KUH Perdata), menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan upah 
yang dimaksud ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja 
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan.  
3. Adanya perintah (Pasal 1603 b KUH Perdata), perintah disini ialah 
hak pemberi kerja/pengusaha dan merupakan kewajiban pekerja 
untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan 
pengusaha, dan merupakan bagian akhir dari unsur-unsur 
hubungan kerja setelah adanya pekerjaan dan adanya upah. Di 
dalam unsur hubungan kerja ini, pengusaha sebagai orang yang 
berhak memerintah pekerjanya tidak dapat memerintah secara 
sewenang-wenang, melainkan perintah-perintahnya itu haya 
                                                             
8. Gunawi Kartasapoetra Dkk,  Op.cit., hlm. 31. 
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terbatas pada bidang pekerjaan yang telah disepakati oleh 
pekerja/buruh dan pengusaha.9 
4. Terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja yang 
berlangsung terus-menerus. 
 
Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang 
mengatur/memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan 
pengusaha. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah 
seimbang. Oleh sebab itu hakikat hak pekerja/buruh merupakan 
kewajiban pengusaha, dan sebaliknya hak pengusaha merupakan 
kewajiban pekerja/buruh. 
a. Kewajiban pekerja/buruh: 
1. Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai yang diperjanjikan 
dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata). 
2. Melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh 
orang lain tanpa izin dari pengusaha (Pasal 1603 a KUH Perdata). 
3. Menaati peraturan dan melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603 b 
KUH Perdata). 
4. Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di 
rumah/tempat majikan bila pekerja tinggal di sana (Pasal 1603 c 
KUH Perdata). 
                                                             
9. Ibid, hlm. 30.  
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5. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 
1603 d KUH Perdata). 
6. Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601 w KUH Perdata). 
 
b. Kewajiban pengusaha: 
1. Membayar upah kepada pekerja (Pasal 1602 KUH Perdata). 
2. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 16-2 u, v, w, dan y 
KUH Perdata). 
3. Memberikan cuti/libur (Pasal 1602 v KUH Perdata). 
4. Mengurus perawatan dan pengobatan pekerja (Pasal 1602 x KUH 
Perdata). 
5. Memberikan surat keterangan (Pasal 1602 z KUH Perdata). 
 
2. Perjanjian kerja 
Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara 
pekerja/buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 
memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 
angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Syarat sahnya perjanjian 
kerja adalah sebagai berikut: 
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a. Adanya kesepakatan bersama mengenai isi perjanjian antara para 
pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesatan/kekhilafan 
atau bedrog-penipuan); 
b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau 
kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap 
usia dan tidak bawah perwalian/pengampuan); 
c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
d. (Clausa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan 
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan). 
Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak-pihak tidak 
memenuhi dua syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana 
tersebut, yakni tidak ada kesepakatan dan ada pihak yang tidak cakap 
untuk bertindak maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya 
apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi dua syarat terakhir sahnya 
perjanjian kerja, yakni objek (pekerjaannya) tidak jelas dan causa-nya 
tidak memenuhi ketentuan maka perjanjiannya batal demi hukum (null and 
void). 
Menurut Subekti, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara 
seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah dan gaji 
tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah, yakni suatu hubungan atas 
dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus 
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ditaati oleh pihak lainnya.10 Perjanjian kerja berakhir karena hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Pekerja/buruh meninggal. 
b. Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian 
(apabila PKWT11). 
c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan/penetapan lembaga 
PPHI yang inkracth. 
d.   Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang (telah) tercantum 
dalam PK, PP, atau PKB yang menyebutkan berakhirnya 
hubungan kerja. 
Sementara perjanjian kerja tidak berakhir (hubungan kerja tetap 
berlanjut) karena: 
a. Meninggalnya pengusaha. 
b. Beralihnya hak atas perusahaan menurut Pasal 163 ayat (1) : 
perubahan kepemilikan dari pengusaha (pemilik) lama ke 
pengusaha (pemilik) baru karena: 
- Penjualan (take over/akuisisi/divertasi), 
- Pewarisan, atau 
- Hibah. 
 
                                                             
10. Ibit. Hlm. 46 
11. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu.  
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C. Dasar Hukum Perlindungan Bagi Pekerja Perempuan dalam 
Hubungan Kerja 
 
Pemenuhan hak-hak pekerja berimplikasi terhadap perlindungan 
tenaga kerja. Menururt Soepomo perlindungan tenaga kerja dibagi 
menjadi tiga macam12, yaitu: 
a. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam 
bentuk pengahasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak 
mampu bekerja di luar kehendaknya. 
b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 
jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan 
perlindungan hak untuk berorganisasi. 
c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam 
bentuk keamanan dan keselamatan kerja. 
Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan 
dilaksanakan oleh sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. 
Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Disisi 
lain mempekerjakan perempuan di perusahaan tidaklah semudah yang 
dibayangkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat hal-
hal sebagai berikut:13 
                                                             
12. Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2003), hlm. 61. 
13. Gunawi Kartasapoetra et. al, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang 
Pelaksanaan Hubungan Kerja, (Bandung: Amrico, 2008) hlm. 43.   
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a. Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus, tetapi tekun. 
b. Norma-norma susila harus diutamakan agar tenaga jerja wanita 
tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan 
jenisnya, terutama kalau dipekerjakan malam hari. 
c. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan 
tenaganya. 
d. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis, ada pula yang sudah 
bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai 
beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya pula. 
 
Apa yang dikemukakan oleh Gunawi Kartasapoetra di atas 
memang ada benarnya juga. Seluas-luas emansipasi yang dituntut oleh 
kaum perempuan (agar dia mempunyai kedudukan yang sama dengan 
pria), namun secara kodrati dia tetap seorang perempuan yang 
mempunyai kelemahan-kelemahan yang harus dipikirkan. Semuanya hal 
di atas  harus menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan norma 
kerja bagi perempuan. 
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita 
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Kepmenaker No. 224 tahun 2003 tentang Kewajiban 
Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara pukul 
23.00 sampai dengan 07.00, serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian 
kerja bersama perusahaan. 
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Perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan dapat 
digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu hak-hak pekerja perempuan 
dibidang reproduksi, hak-hak pekerja perempuan dibidang keselamatan 
kerja, dan hak-hak pekerja perempuan dibidang kehormatan perempuan. 
 
1. Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Reproduksi. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, hak-hak pekerja perempuan dibidang reproduksi adalah 
sebagai berikut: 
a. Hak atas cuti haid 
Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan diatur masalah perlindungan dalam masa haid. 
Perlindungan terhadap pekerja wanita yang dalam masa haid tidak wajib 
bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah 
penuh. Dalam pelaksanaanya lebih banyak yang tidak menggunakan 
haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir. 
b. Hak atas cuti hamil dan keguguran 
Sedangkan pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah cuti hamil dan keguguran. 
Perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum saatnya 
melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah penuh. 
Ternyata dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak 
membayar upah secara penuh. 
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Pengusaha wajib memberikan istirahat (cuti) bagi pekerja/buruh 
perempuan yang mengalami keguguran kandungan selama 1,5 (satu 
setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan 
atau bidan. 
c. Hak atas pemberian kesempatan menyusui 
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. 
Pemberian kesempatan pada pekerja wanita yang anaknya masih 
menyusui untuk menyusui anaknya hanya efektif untuk yang lokasinya 
dekat dengan perusahaan.14 
 
2. Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja 
Hak-hak pekerja perempuan dibidang kesehatan dan keselamatan 
kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 
tentang kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh 
Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 
a. Hak atas makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja 
perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 
                                                             
14. http://jantukanakbetawi.blogspot.com/2011/01/makalah-aspek-hukum-
perlindungan.html diunduh pada tanggal 22 Oktober 2013.  
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Hak atas makanan dan minuman yang bergizi ini terkandung 
dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat [1], 
Pasal 3 ayat [2], Pasal 4 ayat [1], dan Pasal 4 ayat [2] Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-
224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang 
Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai 
dengan 07.00. 
ketentuan-ketentuan tentang hak atas makanan dan minuman 
yang bergizi ini adalah sebagai berukut: 
1. Makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurang-
kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat 
antara jam kerja (Pasal 3 ayat (1) Kepmenaker 224/2003); 
2. Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang (Pasal 3 ayat 
(2) Kepmenaker 224/2003); 
3. Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan 
harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi (Pasal 4 ayat 
(1) Kepmenaker 224/2003); 
4. Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada 




b. Hak atas penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan 
yang berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 
05.00. 
Hak atas penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja 
perempuan yang berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai 
dengan pukul 05.00 ini terkandung dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih 
lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 
tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh 
Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 
ketentuan-ketentuan tentang hak atas penyediaan angkutan antar 
jemput bagi pekerja perempuan ini adalah sebagai berukut: 
1. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja 
perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 
sampai dengan pukul 05.00. (Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 2 ayat (2) 
Kepmenaker 224/2003). 
2.  Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat 
penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya. (Pasal 6 ayat (1) 
Kepmenaker 224/2003). 
3. Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan 
sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 
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4. Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran 
pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja perempuan. 
(Pasal 7 ayat (1) Kepmenaker 224/2003). 
5. Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus 
terdaftar di perusahaan. (Pasal 7 ayat (2) Kepmenaker 224/2003). 
 
3. Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kehormatan Perempuan. 
Hak-hak pekerja perempuan dibidang kehormatan perempuan 
adalah hak atas terjaganya kesusilaan dan keamanan selama di tempat 
kerja, sebagaimana terkandung dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-
Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan Pasal 5 huruf a dan b Kempenaker 
224/2003. Ketentuan-ketentuan mengenai hak atas terjaganya kesusilaan 
dan keamanan selama ditempat kerja adalah sebagai berikut: 
1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 
23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib menjaga kesusilaan dan 
keamanan selama di tempat kerja. (Pasal 76 ayat (3) huruf b UU No. 
13 Tahun 2003 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Kepmenaker 224/2003). 
2. Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja 
perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 
dengan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan 
menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang 
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memadai serta terpisah antara pekerja perempuan dan laki-laki. 
(Pasal 5 huruf a dan b Kepmenaker 224/2003). 
Kemudian, ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan 
pemberian makan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan, dan 
keamanan selama di tempat kerja serta penyediaan angkutan antar 
jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepmenaker 224/2003 
dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, 
atau Perjanjian Kerja Bersama15.  
Sehubungan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapat 
upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah adalah suatu aspek 
penting dalam perlindungan pekerja sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa setiap 
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan  yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan 
yang layak itu bahwa jumlah pendapatan pekerja/buruh mampu untuk 
memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. 
Bentuk upah yang diterima oleh pekerja dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja 
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003). 
                                                             
15. Pasal 8 Kepmenaker 224/2003 tentang kewajiban pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 
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Berkaitan dengan upah, pemerintah dalam rangka melindungi 
pekerja agar tidak mengalami kesewenang-wenangan dari pengusaha 
menentukan besaran upah minimum. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah 
Minimum, bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang 
terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.  
Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan 
rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota 
(Pasal 89 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003). Bagi pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan diatur 
dengan keputusan menteri (Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 
2003). 
Di samping hak-hak tersebut pekerja perempuan juga berhak atas 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 3 
Tahun 1992. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa jaminan Sosial 
Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang 
hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang 
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari 
tua, dan meninggal dunia. Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur empat 
program pokok yang harus diselenggarkan oleh badan penyelenggara PT 
(Persero) Jamsostek, dan kepada perusahaan yang mempekerjakan 
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paling sedikit sepuluh orang pekerja atau membayar upah paling sedikit 
satu juta sebulan wajib mengikut sertakan pekerjanya kedalam program 
Jamsostek. Keempat program tersebut adalah: 
a. Jaminan kecelakaan kerja; 
b. Jaminan kematian; 
c. Jaminan hari tua; dan 
d. Jaminan pemeliharaan kesehatan. 
 
D. Teori Penegakan Hukum 
Sejak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat 
untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut 
dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan 
hidupnnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum 
tentu dianggap teratur juga oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, maka 
manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan 
sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi 
pertentangan kepentingan akibat dari pendapat yang berbeda-beda 
mengenai keteraturan tertentu. patokan-patokan tersebut, tidak lain 
merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya 
merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu 
harapan. 
Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian 
dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Menurut Soekanto, secara 
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konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,, memelihara, 
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.16 
Menurut Wayne La Fevre, penegakan hukum sebagai suatu 
proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskrei yang menyangkut 
membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, 
akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.17 Berdasarkan penjelasan 
diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan 
hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 
tersebut, adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Hukum (undang-undang) 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam arti materil undang-undang 
adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa 
pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang 
dalam materiel (dalam hal ini undang-undang) mencakup: 
a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 
suatu golongan tertent saja maupun yang berlaku umum di 
sebagian wilayah negara. 
                                                             
16. Soejono Soeanto, Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2010), hal. 5.  
17. Ibit, hal.7.  
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b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau 
daerah saja. 
Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-
undang dapat disebabkan, karena: 
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, 
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang, 
c. Ketidakjelasan arti dari kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan 
penerapannya. 
 
2. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, 
oleh karena itu mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak 
langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, 
maka setiap penegak hukum  tersebut mempunyai kedudukan (status) 
dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di 
dalam struktur kemasyarakatan, yang semakin tinggi, sedang-sedang saja 
atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah 
yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajban tertentu. hak-hak 
atau kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
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dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh 
mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 
yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin 
berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang 
memerlukan penanganan tersebut, adalah: 
a. Keterbatasan kemampuan untuk meenempatkan diri dalam 
peranan sepihak lain dengan siapa dia berinteraksi, 
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, 
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, 
d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel, 
e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme. 
 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
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cukup, dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka 
mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. 
 
4. Faktor Masyarakat 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai 
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pengertian atau arti yang 
diberikan pada hukum, yang variasinya adalah: 
a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, 
b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan, 
c. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), 
d. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, 
e. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
perilaku pantas yang dilakukan, 
f. Hukum diartikan sebagai putusan pejabat atau penguasa, 
g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan. 
Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, 
terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan 
hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dalam petugas (dalam hal ini 
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penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa 
baik buruknya hukum senantiasa dikaitan dengan pola perilaku penegak 
hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari 
hukum sebagai struktur maupun proses. 
Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih 
dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor 
yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara 
modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as 
a tool of social engineering).18 Roscoe Pound menekankan arti pentingnya 
hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme 
penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan  
jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan 
peradilan di Amerika Serikat. 
Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, 
oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong 
pembaharuan masyarakat.19 Sebagai sarana untuk mendorong 
pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan 
peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang 
dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin 
diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan 
perundangundangan itu. 
                                                             
18.  Roscoe Pound, Filsafat Hukum, (Jakarta: Bhratara 2009), hal, 7.  
19. Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang 
Membangun, (Jakarta: BPHN-Binacipta, 2006), hal. 11.   
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Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana 
oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan 
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.20 Keinginan-keinginan 
hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran 
badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan 
dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum 
itu dijalankan. 
Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu 
memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu 
sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa 
keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam 
melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum 
yang harus dijalankan itu dibuat.21  
Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono 
Soekanto,22 dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau 
peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, 
yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan 
hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor 
                                                             
20.  Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 
2006), hal. 24. 
 
21. Ibid, hal. 25. 
22.Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), 
hal. 15; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Jakarta:Rajawali, 2010), hal.: 4,5. 
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sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 
Keempat, faktor masyara-kat, yakni lingkungan social di mana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan 
kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, 
faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Sementara itu Satjipto Rahardjo,23 membedakan berbagai unsur 
yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat 
kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. 
Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto 
Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses 
penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. 
lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan 
hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara 
dan sosial. 
Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa 
keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua 
komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman 
terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal 
structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen 
budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan 
batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum 
                                                             
23. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 2009), 
hal. 23,24.  
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(legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang 
dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari 
para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hu-
kum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-
keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum.24  
Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula 
komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum 
(legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan 
adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian 
peneliti.25 Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, 
menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan 
keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai 
masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan 
tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan 
kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan 
signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku 
yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait 
dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum 
mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara 
                                                             
24.  Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, (New Jersey: 
Prentice Hall Inc, 1977), hal. 6-7. 
25.  Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many 
faces of the law, and how it affects our daily lives, (New York: W.W. Norton & Company, 
1984), hal 16. 
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di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada 
masyarakat yang berbeda.26 
 
E. Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan 
Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi mempunyai tugas Pokok 
merencanakan, mengatur penempatan Tenaga Kerja, melakukan 
pelatihan Tenaga Kerja, menyelesaikan sengketa Tenaga Kerja, 
memperluas kesempatan  kerja, melakukan pengawasan terhadap 
kegiatan ketenagakerjaan, merencanakan dan mempersiapkan beserta 
Sarana dan Prasarana Transmigrasi, menerima dan menempatkan 
Transmigrasi, mengkoordinir pembinaan serta melakukan perencanaan 
dan pendataan  mobilitas Transmigrasi. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi  : 
a. Merencanakan program ketenagakerjaan dan yang meliputi 
penempatan tenaga kerja dengan Transmigrasi dan perluasan 
kesempatan kerja, perencanaan dan penyiapan lahan Transmigrasi; 
b. Mengatur penempatan tenaga kerja dan mengkoordinir penyiapan 
sarana dan Prasarana yang akan dibangun pada lahan Transmigrasi; 
c. Melaksanakan dan merencanakan program pelatihan bagi tenaga 
kerja dan mengkoordinirkan penerima kedatangan Tenaga Kerja; 
                                                             
26. Roger Cotterrell, The Sociology of Law An Introduction, (London: 
Butterworths, 1984), hal. 25.   
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d. Membantu penyelesaian perselisihan tenaga kerja dan perselisihan 
Transmigrasi; 
e. Memantau kesejahteraan tenaga kerja dan kesejahteraan 
Transmigrasi; 
f. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan 
dan ketransmigrasian;27 
Jika dikaitkan dengan permasalahan pemenuhan hak-hak pekerja 
perempuan, maka permasalahan tersebut termasuk dalam salah satu 
tugas dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang berada dalam salah satu 
bidang kerja yakni, Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Syarat 
Kerja.  
Bidang  Pengawasan Hubungan Industrial dan syarat kerja 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang  yang dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  Bidang Pengawasan  
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas menyusun  
rencana kegiatan bidang, mendistribusikan tugas, mengendalikan 
penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan di perusahaan, menangani dan menyelesaikan kasus 
PHK, perselisihan hubungaan industrial, mengkoordinasikan, membuat 
konsep surat dan bahan lain yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan 
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berdasarkan data, pedoman dan 
ketentuan yang berlaku. 
                                                             
27.  http://disnaker.pinrangkab.go.id/index.php/tugas-pokok-dan-fungsi  
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,  Bidang Pengawasan  
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai  fungsi : 
a. Menyusun rencana kegiatan bidanghubungan industrial dan syarat 
kerja; 
b. Mendistribusikan dan mengendalikan tugas kepada bawahan di 
lingkungan bidanghubungan industrial dan syarat kerja sesuai bidang 
tugasnya; 
c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan memberi sanksi terhadap 
penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan; 
d. Menangani penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, 
PHK, pemogokan buruh/pekerja akibat kebijakan pimpinan 
perusahaan dan pemerintah agar diketahui permasalahan dan upaya 
tindak lanjut; 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri 
dari: 
a. Seksi Norma Ketenagakerjaan 
b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 
Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 




a. Seksi Norma Ketenagakerjaan 
Seksi Norma Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, memberi petunjuk dan memantau pelaksanan pengawsan 
norma ketenagakerjaan, berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang 
berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Norma 
Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : 
1. rencana kegiatan seksi norma ketenagakerjaan berdasarkan rencana 
kegiatan bidang pengawasan  hubungan industrial dan syarat kerja 
sebagai pedoman kerja 
2. Menginventarisasi data perusahaan sebagai bahan pembinaan 
pengawasan peraturan perundang-undangan norma ketenagakerjaan. 
3. Melakukan pemantauan, pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan bidang norma ketenagakerjaan di 
perusahaan agar diketahui membuat rancangan konsep surat dan 
bahan lain yang berhubungan dengan norma ketenagakerjaan sesuai 
dengan petunjuk atau disposisi atasan. 
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi norma ketenagakerjaan 
berdasarkan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas kepada atasan. 
5. Memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 





b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas 
menyusun rencana kegiatan, menginventarisasi pemakaian alat, bahan 
yang digunakan dan hygiene di perusahaan, mengkonfirmasikan laporan 
kecelakaan kerja, memberi petunjuk dan memantau pelaksanaan tugas 
bawahan berdasarkan data, pedoman dan ketentuan yang berlaku. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja mempunyai fungsi : 
1. rencana kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan 
rencana kegiatan bidang pengawasan  hubungan industrial dan 
syarat kerja sebagai pedoman kerja. 
2. Menginventarisasi peralatan dan bahan yang digunakan di 
perusahaan sebagai bahan pembinaan pengawasan keselamatan 
dan kesehatan kerja. 
3. Membina, mengawasi, melakukan pemeriksaan dan pengujian alat, 
bahan dan pemeriksaan lingkungan kerja di perusahaan 
berdasarkan data dan peraturan perundang-undangan di bidang 
keselamatan dan kesehatan kerja 
4. Memberi petunjuk, memeriksa dan mengevaluai hasil kerja 
bawahan. 
5. Membuat laporan kegiatan pembinaan keselamatan dan kesehatan 
kerja 
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas 
menyusun rencana kegiatan, menginventarisasi data perselisihan 
hubungan industrial dan persyaratan kerja, menangani dan 
menyelesaiakn kasus perselisihan hubungan industrial, memberi petunjuk 
dan memantau pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan data, pedoman 
dan ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, 
seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi : 
a. rencana kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja, 
b. Menginventarisasi data perusahaan dan perselisihan hubungan 
industrial, menangani dan menyelesaikan kasus ketenagakerjaan di 
perusahaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, 
c. Menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
d. Menangani kasus PHK dan perselisihan hubungan industrial, 
e. Membuat laporan kegiatan seksi hubungan industrial dan syarat 
kerja berdasarkan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas, 
f. Mengkoordinasikan dan membina kerja sama dengan organisasi, 
g. Memberi petunjuk dan mengevaluai hasil kerja bawahan, 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.28 
 







G. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan 
pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan, yaitu 
penelitian hukum yang mengkaji aspek hukum terhadap fenomena hukum 
yang ada di masyarakat yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja 
perempuan di Kota Makassar. 
 
H. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan 
bahwa di Kota Makassar terdapat pekerja-pekerja perempuan 
sebagaimana yang terdapat di daerah-daerah Indonesia yang pada 
umumnya rentan hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik. 
 
I. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja perempuan 
dan pihak pengusaha di Kota Makassar yang dikatagorikan dalam 
beberapa sektor ketenagakerjaan. Dalam hal ini penulis mengambil tiga 
sektor ketenagakerjaan. Sektor-sektor yang dimaksud adalah sektor 
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usaha pariwisata, sektor  penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi, 
dan sektor usaha pusat perbelanjaan. 
Sampel perusahaan dalam penelitian ini ditentukan secara 
purposive sampling (sampel penunjukan), karena sifat data yang 
cenderung heterogen yaitu terdiri dari dua jenis perusahaan dari setiap 
sektor yang telah ditentukan sebelumnya, yang masing-masing diwakili 
oleh satu orang di bidang personalia. Selanjutnya sampel pekerja 
ditentukan secara kuota dengan menggunakan teknik random sampling 
(sampel acak sederhana), karena sifat data cenderung homogen, masing-
masing sebanyak 5 orang. Dengan demikian seluruh sampel berjumlah 30 
orang. 
  
J. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer bersumber pada data lapangan yaitu berdasarkan 
pada sampel penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari data 
dokumentasi atau data arsip, penelitian sebelumnya, dan literatur yang 
relevan. 
 
K. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: 
1. Wawancara kepada pekerja perempuan dan staf personalia. 
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2. Dokumentasi dengan menelaah arsip-arsip yang relevan dengan 
data penelitian yang diperlukan. 
 
L. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data atau 
fakta hukum yang diperoleh di lapangan dengan menafsirkannya yang 
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang memberikan gambaran 


















 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan di Kota 
Makassar 
Status perempuan sebagai pekerja tidak boleh menghambat 
kodrat perempuan sebagai ibu yang dapat hamil, menyusui, dan 
membesarkan anaknya. Perusahaan-perusahaan di seluruh tanah air juga 
harus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak khusus 
pekerja perempuan dan tidak memberlakukan tindakan diskriminatif 
terhadap pekerja perempuan. Salah satu hak dasar di tempat kerja ialah 
untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif. Kesetaraan perlakuan di 
tempat kerja itu penting untuk mengembangkan hubungan industrial yang 
adil dan harmonis 
Dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak 
pekerja perempuan di kota makassar ditiga sektor ketenagakerjaan yaitu 
sektor pariwisata, sektor penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi, 
dan sektor department store. Ketiga sektor ini dipilih berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti dan kenyataan yang ada di lapangan bahwa di Kota 
Makassar ketiga sektor usaha ini sangat berkembang pesat dan 
melibatkan peran pekerja perempuan yang tidak sedikit. Sehingga apabila 
ketiga sektor ini kurang mendapatkan pengawasan dari dinas tenaga kerja 
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atau badan yang berwenang, dapat menimbulkan peluang tidak 
terpenuhinya hak-hak pekerja khusunya pekerja perempuan. 
Seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Nomor 
KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang 
Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai 
dengan 07.00, ada delapan hak-hak pekerja perempuan yang harus 
diperhatikan oleh pihak perusahaan yang dapat digolongkan dalam tiga 
golongan, yaitu: 
1. Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang reproduksi, yaitu 
hak-hak yang melekat pada pekerja perempuan dalam kodrat 
kewanitaannya yang terkait dengan keadaan haid, hamil, 
melahirkan, menyusui, ataupun kekeguguran. Sehingga dalam hal 
ini pekerja perempuan mempunyai hak khusus yang berbeda 
dengan pekerja laki-laki untuk menapatkan hak-hak yang terkait 
degan kondisinya tersebut.   
2. Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang kesehatan dan 
keselamatan kerja, yaitu hak-hak yang melekat terhadap pekerja 
perempuan yang terkaitan dengan kondisi lingkungan kerja yang 
menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Ada dua macam 




3. Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang kehormatan 
perempuan, yaitu hak-hak yg melekat terhadap pekerja perempuan 
yang terkait dengan perlindungan kesusilaan yang cenderung 
rentan dan lemah menurut nilai-nilai sosial yang hidup 
dimasyarakat. 
Adapun pemenuhan hak-hak pekerja perempuan diketiga sektor 
ketenagakerjaan yang telah disebutkan diatas dengan berbagai macam 
hak-hak pekerja perempuan sebagaimana yang dicantumkan dalam 
undang-undang dan keputusan menteri adalah sebagai berikut: 
 
1. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Sektor Pariwisata 
Sektor pariwisata adalah lapangan pekerjaan yang mempunyai 
kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan 
atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana 
pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Sesuai dengan 
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, 
perusahaan hotel dan rumah makan termasuk dalam salah satu 
penggolongan lapangan pekerjaan sektor pariwisata.  
Dalam penelitian ini, penulis memilih Avira Hotel yang beralamat 
di Jalan Adhyaksa Baru No. 18 A-C, Panakkukan, Kota Makassar dan Mc 
Donald’s Restaurant yang beralamat di Jalan Pangeran Pettarani No. 20 
Makassar sebagai lokasi penelitian. Hotel Avira makassar adalah salah 
satu perusahaan dibidang pariwisata yang tergolong baru dikota 
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makassar, Hotel Avira diresmikan pada pertengahan tahun 2013  tepatnya 
tanggal 15 Mei 2013. Namun, walaupun tergolong perusahaan baru, Avira 
Hotel mempunyai komitmen yang kuat dalam hal pemuasan layanan 
service kepada pelanggan hotel. Hal ini terbukti dari fasilitas sarana dan 
prasarana yang disiapkan di hotel tersebut. Banyaknya fasilitas sarana 
dan prasarana yang ada mengharuskan pihak Avira Hotel untuk 
mengrekrut pekerja yang banyak pula. Avira Hotel mempunyai pekerja 
sebanyak 55 orang yang terdiri dari 30 orang pekerja laki-laki dan 25 
orang pekerja perempuan yang kemudian dibagi pada devisi pekerjaan 
yang berbeda-beda.  
Mc Donald’s Restaurat adalah perusahaan makanan siap saji 
yang telah mendunia, bahkan di Kota Makassar sendiri telah ada empat 
outlet restaurant yang berada di jalan Pettarani, jalan Sultan Alaudin, dan 
Mal Ratulangi. Demi meningkatkan kepuasan kepada pelanggan, Mc 
Donald’s bahkan menyiapkan beberapa outlet restaurant yang buka 24 
jam. Untuk memenuhi komitmen tersebut tentu saja pihak Mc Donald’s 
melibatkan banyak pekerja. Yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah 
outlet Mc  Donald’s yang berada di jalan Pettarani. 
Mc Donald’s di jalan Pettarani berdiri sejak pertengahan tahun 
2011, meskipun belum lama berada dilokasi tersebut namun, nama besar 
Mc Donald’s restaurant membuat Mc Donald’s pettarani harus mempunyai 
standar kualitas yang sama dengan outlet lainnya. Demi memenuhi 
tuntutan itu dan untuk memenuhi kepuasan pelanggan maka Mc Donald’s 
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Pettarani buka selama 24 jam dan mengharuskan mengrekrut pekerja 
yang cukup banyak. Mc Donald’s Pettarani memiiliki 52 orang pekerja 
yang  terdiri dari 24 orang pekerja laki-laki dan 28 orang pekerja 
perempuan, yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pekerja 
yang bekerja disiang hari dan pekerja yang bekerja dimalam hari.  
Apabila jumlah pekerja perempuan dari dua perusahaan yang 
berbeda namun bergerak dalam sektor yang sama ini maka berjumlah 53 
orang pekerja perempuan. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan 
pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam sektor pariwisata di Kota 
Makassar, penulis telah melakukan wawancara langsung dan  juga 
membagikan kuisioner kepada 5 orang pekerja perempuan di Avira Hotel 
dan 5  orang pekerja di Mc Donald’s Pettarani. 
  
1.1. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Reproduksi 
Pelakasanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
reproduksi yang terjadi di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant adalah 
sebagai berikut: 
a. Pemenuhan hak cuti haid 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 








Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Haid di Perusahaan Avira Hotel dan 
Mc Donald’s Pettarani Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel    
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel    
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel    
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   2 hari 
5 Farah Liana Avira Hotel    
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s    
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s    
8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s    
9 Sulastri Mc Donald’s    
10 Beliana Ningsih Mc Donald’s    
 
Dari 10 pekerja perempuan yang diwawancarai secara langsung 
dan menjawab kuisioner, hanya 1 orang yang menjawab bahwa 
perusahaan tempat Ia bekerja memberikan cuti haid selama 2 hari yang 
diberikan pada hari pertama dan kedua dimasa haid pekerja disetiap 
bulannya, sedangkan 9 orang pekerja perempuan lainnya mengatakan 
bahwa pemberian cuti haid di perusahaan mereka tidak ada. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanan 
pemenuhan hak cuti haid disektor pariwisata khususnya di perusahaan 
Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani mempunyai perhitungan 
persentase sebagai berikut: 
   Ket:  A = Jumlah jawaban ya 
 B = Jumlah keseluruhan pekerja 
A x 100% = 1 x 100% = 10% 
      B               10 
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Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa hanya 10% pekerja 
perempuan disektor pariwisata yang mau mengajukan permintaan cuti 
haid dan mengetahui bahwa pihak perusahaan wajib memberikan cuti 
haid tersebut selama 2 hari setiap bulannya, maka tampak jelas bahwa 
pemenuhan cuti haid sektor pariwisata di Kota Makassar belum terpenuhi 
dengan baik. 
b. Pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 
Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
 
Tabel 2 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Hamil dan Melahirkan di Perusahaan 
Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani Kota Makassar 
 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel   3 bulan 
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel   3 bulan 
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel   2 bulan 
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   3 bulan 
5 Farah Liana Avira Hotel   2 bulan 
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s   3 bulan 
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s   3 bulan 
8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s   3 bulan 
9 Sulastri Mc Donald’s   4 bulan 
10 Beliana Ningsih Mc Donald’s   3 bulan 
 
Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, kesepuluh pekerja tersebut 
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menyatakan bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja memberikan 
cuti hamil dan melahirkan kepada para pekerja perempuannya. Namun 
terdapat berbedaan jawaban lama pemberian diantara para pekerja 
tersebut, 2 orang pekerja menjawab pemberian cuti hamil dan melahirkan 
diberikan selama 2 bulan, 1 orang pekerja menjawab pemberian cuti hamil 
dan melahirkan diberikan selama 4 bulan, dan 7 orang menjawab 
pemberian cuti hamil dan melahirkan diberikan selama 3 bulan. Pada 
Avira Hotel cuti hamil dan melahirkan diberikan sampai dengan hamil 
anak kedua sementara pada Mc Donald’s tidak ada batas kehamilan 
untuk pemberian cuti hamil dan melahirkan. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanan 
pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan disektor pariwisata khususnya 
di perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani mempunyai 
perhitungan persentase sebagai berikut: 
        Ket: A = Jumlah jawaban ya 
               B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas, terlihat jelas bahwa 100% dari pekerja 
perempuan disektor pariwisata khususnya di perusahaan Avira Hotel dan 
Mc Donald’s Pettarani telah mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak cuti hamil dan 
melahirkan disektor pariwisata Kota Makassar telah terpenuhi dengan 
baik. 
 
A x 100% = 10 x 100% = 100% 
      B               10 
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c. Pemenuhan hak cuti keguguran 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 
Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
 Tabel 3  
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Keguguran di Perusahaan Avira Hotel 
dan Mc Donald’s Pettarani Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel   1 minggu 
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel   1 bulan 
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel   1 bulan 
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   2 bulan 
5 Farah Liana Avira Hotel   1 minggu 
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s   1 bulan  
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s   2 bulan 
8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s   2 bulan 
9 Sulastri Mc Donald’s   1 bulan 
10 Beliana Ningsih Mc Donald’s   1 bulan 
 
Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, kesepuluh pekerja tersebut 
menyatakan bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja memberikan 
cuti keguguran kepada para pekerja perempuannya. Namun terdapat 
perbedaan jawaban lama pemberian cuti keguguran, 2 pekerja menjawab 
diberikan selama 1 minggu, 5 pekerja menjawab diberikan selama 1 
bulan, dan 3 pekerja menjawab diberikan selama 2 bulan. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanan 
pemenuhan hak cuti keguguran disektor pariwisata khususnya di 
perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani mempunyai 
perhitungan persentase sebagai berikut: 
     Ket: A = Jumlah jawaban ya 
               B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas, terlihat jelas bahwa 100% dari pekerja 
perempuan disektor pariwisata khususnya di perusahaan Avira Hotel dan 
Mc Donald’s Pettarani telah mendapatkan hak cuti keguguran. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan 
disektor pariwisata Kota Makassar telah terpenuhi dengan baik. 
 
d. Pemenuhan hak atas pemberian kesempatan menyusui 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 
Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
  Tabel 4  
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pemberian Kesempatan Menyusui 
Anak Pada Jam Kerja di Perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s 
Pettarani Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel   
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel   
A x 100% = 10 x 100% = 100% 
      B               10 
57 
 
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel   
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   
5 Farah Liana Avira Hotel   
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s   
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s   
8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s   
9 Sulastri Mc Donald’s   
10 Beliana Ningsih Mc Donald’s   
 
Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, kesepuluh pekerja tersebut 
menyatakan bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja tidak 
memberikan kesempatan untuk menyusui anaknya pada saat jam kerja. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanan 
pemenuhan hak atas kesempatan menyusui anak pada jam kerja disektor 
pariwisata khususnya di perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s 
Pettarani mempunyai perhitungan persentase sebagai berikut: 
   Ket:  A = Jumlah jawaban ya 
 B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa keseluruhan pekerja 
perempuan disektor pariwisata khususnya di perusahaan Avira Hotel dan 
Mc Donald’’s Pettarani tidak mendapatkan kesempatan untuk menyusui 
anak pada saat jam kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
pemenuhan hak atas pemberian kesempatan menyusui anak pada jam 
kerja disektor pariwisata Kota Makassar belum terpenuhi. 
A x 100% = 0 x 100% = 0% 
      B               10 
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1.2. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja 
Pelakasanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
kesehatan dan keselamatan kerja yang terjadi di Avira Hotel dan Mc 
Donald’s Restaurant adalah sebagai berikut: 
a. Pemenuhan hak atas makanan dan minuman bergizi 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 
Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 5 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Makanan dan Minuman Bergizi Bagi 
Pekerja Perempuan yang Bekerja Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 
Pukul 07.00 di Perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani Kota 
Makassar 
 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel   
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel   
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel   
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   
5 Farah Liana Avira Hotel   
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s   
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s   
8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s   
9 Sulastri Mc Donald’s   




Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, kesepuluh pekerja tersebut 
menyatakan bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja tidak 
memberikan makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja perempuan 
yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Namun, 
terdapat perbedaan antara perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s 
Pettarani. Pada Avira Hotel, pihak perusahaan memang tidak memberikan 
jatah kerja malam bagi pekerja perempuan sehingga secara otomatis 
pihak perusahaan tidak merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan 
makanan dan minuman bergizi kepada pekerja perempuannya. 
Sedangkan pada perusahaan Mc Donald’s Pettarani, pekerja perempuan 
yang bekerja dimalam hari hanya diberikan makanan dan minuman sesuai 
dengan menu yang ada di restaurantnya yang diberikan pada jam istirahat 
kerja sehingga tidak ada perbedaan antara hak pekerja perempuan dan 
pekerja laki-laki.  
Disisi lain, kita mengetahui bahwa kandungan makanan yang ada 
pada menu makanan Mc donald’s adalah bukan makanan yang bergizi 
menurut takaran 4 sehat 5 sempurna. Sehingga apa bila dikonsumsi 
secara terus menerus setiap hari tanpa diimbangi dengan asupan gizi 
lainnya, maka dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Hal ini 
memang tidak terlihat secara instan atau waktu yang cepat, namun dapat 
terlihat pada jangka waktu yang lama sesuai dengan menumpuknya 
kandungan-kandungan makan tersebuut tubuh para pekera. Sehingga 
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dengan sendirinya dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada 
kesehatan pekerja-pekerja Mc Donald’s kedepannya. Hal ini sangat 
bertentangan dengan kewajiban pengusaha untuk menjaga kesehatan 
dan keselamatan kerja para pekerjanya. 
Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanan 
pemenuhan hak atas makanan dan minuman bergizi bagi pekerja yang 
bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan jam 7.00 disektor pariwisata 
khususnya di perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani 
mempunyai perhitungan persentase sebagai berikut: 
   Ket:  A = Jumlah jawaban ya 
 B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa keseluruhan pekerja 
perempuan disektor pariwisata khususnya di perusahaan Avira Hotel dan 
Mc Donald’’s Pettarani tidak mendapatkan hak atas makanan dan 
minuman yang bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 
23.00 sampai dengan 07.00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
pemenuhan hak atas pemberian kesempatan menyusui anak pada jam 




A x 100% = 0 x 100% = 0% 
      B               10 
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b. Pemenuhan hak penyediaan angkutan antar jemput 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 
Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 6 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyediaan Angkutan Antar Jemput Bagi 
Pekerja Perempuan yang Berangkat dan Pulang Bekerja Antara Pukul 
23.00 Sampai Dengan Pukul 05.00 di di Perusahaan Avira Hotel dan Mc 
Donald’s Pettarani Kota Makassar 
 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel   
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel   
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel   
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   
5 Farah Liana Avira Hotel   
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s   
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s   
8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s   
9 Sulastri Mc Donald’s   
10 Beliana Ningsih Mc Donald’s   
 
Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, kesepuluh pekerja tersebut 
menyatakan bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja tidak 
memberikan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja 
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Hal tersebut dikarenakan 
pada perusahaan Avira Hotel memang tidak mempekerjakan pekerja 
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perempuan di malam hari dan pada perusahaan Mc Donald’s Pettarani 
pergantian jam kerja malam dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada 
pukul 07.00 sehingga penyediaan alat angkutan antar jemput ini dianggap 
tidak penting lagi. Alasan utama dari aturan penyediaan alat angkutan 
antar jemput ini adalah untuk menjaga keselamatan pekerja perempuan 
yang bekerja dimalam hari pada jam rawan tersebut, namun jam 10 
malam dan jam 07.00 umumnya diangkap sudah bukan jam rawan lagi 
karena pada jam tersebut banyak masyarakat umum yang beraktifitas di 
luar rumah. 
 
1.3. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kehormatan 
Perempuan 
Pelakasanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
kehormatan perempuan yang terjadi di Avira Hotel dan Mc Donald’s 
Restaurant adalah sebagai berikut: 
 
a. Pemenuhan hak atas penyediaan petugas keamanan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 






Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Penyediaan Petugas Keamanan di 
Perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani Kota Makassar 
 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel   
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel   
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel   
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   
5 Farah Liana Avira Hotel   
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s   
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s   
8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s   
9 Sulastri Mc Donald’s   
10 Beliana Ningsih Mc Donald’s   
 
Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, kesepuluh pekerja tersebut 
menyatakan bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja menyediakan 
petugas keamanan yang bertugas untuk menjaga kesusilaan dan 
keamanan tempat kerja. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanan 
pemenuhan hak atas penyediaan petugas keamanan disektor pariwisata 
khususnya di perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani 
mempunyai perhitungan persentase sebagai berikut: 
     Ket: A = Jumlah jawaban ya 
   B = Jumlah keseluruhan pekerja 
A x 100% = 10 x 100% = 100% 
      B               10 
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Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa 100% atau keseluruhan 
pekerja perempuan disektor pariwisata khususnya di perusahaan Avira 
Hotel dan Mc Donald’’s Pettarani telah mendapatkan hak atas penyediaan 
petugas keamanan untuk menjaga kesusilaan dan keamanan kerja 
selama mereka berada di tempat kerja. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penyediaan hak atas petugas keamanan sektor pariwisata Kota 
Makassar telah terpenuhi dengan baik. 
 
b. Pemenuhann hak atas penyediaan kamar mandi/wc khusus 
pekerja perempuan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Avira Hotel dan Mc Donald’s Restaurant pada tanggal 14 
Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 8 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Penyediaan Kamar Mandi/Wc Khusus 
Pekerja Perempuan di Perusahaan Avira Hotel dan Mc Donald’s Pettarani 
Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Kezia Barbara Wijaya Avira Hotel   
2 Rezky Meilany S. Avira Hotel   
3 Natasha Dwi Putri Avira Hotel   
4 Triana J. Balambang Avira Hotel   
5 Farah Liana Avira Hotel   
6 Sri Razaq M. Mc Donald’s   
7 Adinda Wicaksana Mc Donald’s   
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8 Elvira Hardiana Y. Mc Donald’s   
9 Sulastri Mc Donald’s   
10 Beliana Ningsih Mc Donald’s   
 
Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, 5 pekerja menyatakan bawa di 
perusahaan tempat mereka bekerja menyediakan kamar mandi/Wc 
khusus untuk pekerja perempuan dan 5 pekerja lainnya menyatakan 
bahwa di perusahaan tempat mereka bekerja tidak menyediakan kamar 
mandi/Wc khusus untuk pekerja perempuan.  
Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan 
pemenuhan hak atas penyediaan kamar mandi/Wc khusus pekerja 
perempuan disektor pariwisata khususnya di perusahaan Avira Hotel dan 
Mc Donald’s Pettarani mempunyai perhitungan persentase sebagai 
berikut: 
  Ket:  A = Jumlah jawaban ya 
 B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa hanya 50% pekerja 
perempuan di sektor pariwisata khususnya di perusahaan Avira Hotel dan 
Mc Donald’s Pettarani yang mendapatkan hak atas penyediaan kamar 
mandi/wc khusus pekerja perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan 
pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan atas penyediaan kamar 
mandi/wc khusus pekerja perempuan sektor pariwisata Kota Makassar 
belum terpenuhi dengan baik. 
A x 100% = 5 x 100% = 50% 
      B               10 
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2. Pemenuhan Hak-Hak Pekera Perempuan Sektor Penyediaan 
Bahan Bakar Minyak dah Gas Bumi 
Sektor penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi adalah 
lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk menyediakan atau menyalurkan 
bahan bakar minyak dan gas bumi kepada masyarakat. 
Dalam penelitian ini penulis memilih SPBU No. 74.902.39 yang 
beralamat di Jl. Abd. Dg. Sirua 362 (18) Makassar dan SPBU No. 
71.902.77 yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16. Kedua 
SPBU ini telah lama didirikan dan buka secara 24 jam, keduanya juga 
mempekerjakan perempuan sebagai operator untuk melayani pembelian 
bahan bakar premium, solar, dan pertamax. 
SPBU No. 74.902.39 mempekerjakan pekerja sebanyak 20 orang, 
yang terdiri dari 14 orang pekerja laki-laki dan 6 orang pekerja 
perempuan, sedangkan SPBU No. 71.902.77 mempekerjakan pekerja 
sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 16 orang pekerja laki-laki dan 7 orang 
pekerja perempuan. Apabila dijumlahkan maka pekerja perempuan didua 
tempat ini adalah 13 orang.  
 
2.1 Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Reproduksi 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
reproduksi yang terjadi di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 
adalah sebagai berikut: 
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a. Pemenuhan hak cuti haid 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 
tanggal 15 Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 9 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Haid di SPBU No. 74.902.39 dan 
SPBU No. 71.902.77 Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Fitriani SPBU 74.902.39    
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39    
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39    
4 Larasati SPBU 74.902.39    
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39    
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77    
7 Westi Asya SPBU 71.902.77    
8 Nurmiati SPBU 71.902.77    
9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77    
10 Artika Sari SPBU 71.902.77    
 
Dari 10 pekerja perempuan yang sudah diwawancarai secara 
langsung dan menjawab kuisioner, tidak seorang pekerja pun yang 
menjawab bahwa perusahaan tempat mereka bekerja memberikan cuti 
haid setiap bulannya kepada mereka. Sedangkan dari pihak perusahaan 
sendiri menyatakan bahwa perusahaan mengizinkan apabila pekerja 
perempuan ingin cuti dengan alasan sakit datang bulan sebanyak 2 hari, 
namun memang jarang pekerja yang ingin mengambil cuti itu karena 
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dikurangi pendapatan insentif harian. Sedangkan dari pihak pekerja 
sendiri menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa cuti haid 
setiap bulan selama 2 hari itu ada dan menjadi hak mereka, mereka 
mengungkapkan bahwa pihak perusahaan tidak pernah memberitahukan 
mengenai adanya cuti haid. 
Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan 
pemenuhan hak cuti haid disektor penyediaan bahan bakar dan gas bumi 
khususnya di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 mempunyai 
perhitungan persentase sebagai berikut: 
  Ket:  A = Jumlah jawaban ya 
 B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa tidak seorang pun atau 
0% pekerja perempuan disektor penyediaan bahan bakar dan gas bumi 
khususnya di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 yang 
mendapatkan hak cuti haid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pemenuhan hak cuti haid pekerja perempuan disektor 









A x 100% = 0 x 100% = 0% 
      B               10 
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b. Pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 
tanggal 15 Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 10 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Hamil dan Melahirkan di SPBU No. 
74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Fitriani SPBU 74.902.39   3 bulan 
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39   3 bulan 
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39   3 bulan 
4 Larasati SPBU 74.902.39   3 bulan 
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39   2 bulan  
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77   3 bulan 
7 Westi Asya SPBU 71.902.77   3 bulan 
8 Nurmiati SPBU 71.902.77   3 bulan 
9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77   3 bulan 
10 Artika Sari SPBU 71.902.77   3 bulan 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesadaran pekerja 
perempuan atas cuti hamil dan melahirkan yang mereka miliki sudahlah 
baik, dan pihak perusahaan juga sudah menjalankan kewajibannya untuk 
memberikan cuti hamil dan melahirkan kepada pekerja perempuan. Pada 
kedua SPBU ini, cuti hamil dan melahirkan diberikan sampai dengan 
kehamilan anak ketiga. Pihak perusahaan menyatakan bahwa ketika 
pekerja perempuan mendapatkan cuti maka penghasilan utama atau gaji 
pokok tidak dikurangi hanya saja pekerja perempuan tersebut tidak 
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mendapatkan pendapatan insentif harian. Namun berbeda dari 
pernyataan pihak perusahaan, hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan justru menyatakan bahwa ketika mereka diberikan cuti hamil 
dan melahirkan bukan hanya pendapatan insentif harian yang hilang 
namuun gajin pokok juga tidak diberikan dengan alasan mereka tidak 
menjalankan tugas. Sehingga hal ini yang mendorong para pekerja 
perempuan untuk menunda penambilan cuti dan menyegerakan masuk 
kerja setelah melahirkan. 
Disamping itu gaji pokok yang mereka terima juga sangat jauh 
nominalnya dari Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh 
Gubernur Sulsel. Para pekerja disektor ini hanya menerima gaji pokok 
sebesar Rp.1.100.000,- angka yang sangat jauh bila dibandingkan dengan 
UMK Makasar yang sebesar Rp.1.900.000,- . Mirisnya lagi tambahan 
pendapatan lainnya yakni insentif harian diberikan hanya sebesar 
Rp.100.000,- perbulan, itu pun apabila pekerja tidak bolos kerja sehari pun 
dalam sebulan, apabila pekerja pernah bolos maka insentif harian tersebut 
musnah bahkan gaji pokok mereka tersebut juga dikurangi. 
Berdasarkan tabel 10 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan disektor 
penyediaan bahan bakar dan gas bumi ini khususnya di SPBU No. 





          Ket: A = Jumlah jawaban ya 
        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa 100% atau 
keseluruhan pekerja perempuan disektor penyediaan bahan bakar dan 
gas bumi khususnya di SPBU SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 
71.902.77 telah mendapatkan cuti hamil dan melahirkan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak cuti hamil dan 
melahirkan bagi pekerja perempuan disektor penyediaan bahan bakar  
dan gas bumi di Kota Makassar sudah terpenuhi dengan baik. 
Namun, terlepas dari pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan 
yang telah terpenuhi tersebut, pelaksaan cuti tersebut masih belum sesuai 
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seharusnya tidak ada 
pemotongan gaji pokok bagi pekerja yang  sedang dalam masa cuti, dan 
gaji pook tersebut harus tetap diberikan kepada pekerja. 
 
c. Pemenuhan hak cuti keguguran 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 






A x 100% = 10 x 100% = 100% 




Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Keguguran di SPBU No. 74.902.39 
dan SPBU No. 71.902.77 Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Fitriana SPBU 74.902.39   2 minggu 
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39   2 minggu 
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39   2 minggu 
4 Larasati SPBU 74.902.39   2 minggu 
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39   2 minggu 
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77   1,5 bulan 
7 Westi Asya SPBU 71.902.77   1,5 bulan 
8 Nurmiati SPBU 71.902.77   1,5 bulan 
9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77   1,5 bulan 
10 Artika Sari SPBU 71.902.77   1,5 bulan 
 
Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh pekerja 
perempuan yang bekerja didua SPBU tersebut telah mendapatkan 
pemenuhan cuti keguguran. Namun terdapat berbedaan pada lama 
pemberian cuti, pada SPBU No. 74.902.39 pemberian cuti keguguran 
hanya diberikan selama 2 minggu namun cuti tersebut dapat ditambah jika 
memang kondisi fisik pekerja tersebut belum memungkinkan untuk 
bekerja dengan melampirkan surat keterangan dari pemeriksaan dokter. 
Sedangkan pemberian cuti keguguran pada SPBU 71.902.77 langsung 
diberikan selama 1,5 bulan namun, apa bila kondisi fisik pekerja sudah 




Berdasarkan tabel 11 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak cuti keguguran disektor penyediaan bahan 
bakar dan gas bumi ini khususnya di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 
71.902.77 dapat dipersentasekan seperti berikut: 
          Ket: A = Jumlah jawaban ya 
        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa 100% atau 
keseluruhan pekerja perempuan disektor penyediaan bahan bakar dan 
gas bumi khususnya di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 
telah mendapatkan cuti keguguran. Adapun perbedaan lama pemberian 
cuti dapat dikondisikan dengan keadaan kesehatan pekerja. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak cuti keguguran 
bagi pekerja perempuan disektor penyediaan bahan bakar  dan gas bumi 
di Kota Makassar sudah terpenuhi dengan baik. 
 
d. Pemenuhan hak atas pemberian kesempatan menyusui  
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 




A x 100% = 10 x 100% = 100% 




Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pemberian Kesempatan Menyusui 
Anak Pada Jam Kerja di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 
Kota Makassar 
 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Fitriana SPBU 74.902.39   
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39   
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39   
4 Larasati SPBU 74.902.39   
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39   
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77   
7 Westi Asya SPBU 71.902.77   
8 Nurmiati SPBU 71.902.77   
9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77   
10 Artika Sari SPBU 71.902.77   
 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perbedaan jawaban 
antara pekerja perempuan yang bekerja di SPBU No. 74.902.39 dan 
SPBU No. 71.902.77. Pada SPBU No. 74.902.39 seluruh pekerjanya 
menjawab bahwa pihak perusahaan tempat mereka bekerja tidak 
memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menyusui anaknya pada saat 
jam kerja dikarenakan adanya larangan untuk membawa anak balita ke 
tempat kerja dan juga karena tidak tersedianya ruangan yang 
memungkinkan untuk menyusui anak selama berada di tempat kerja dan 
pekerja juga tidak diberikan kesempatan pulang kerumah untuk menyusui 
anaknya apabila dilakukan pada jam kerja, sedangkan pada SPBU No. 
71.902.77 seluruh pekerjanya menjawab perusahaan mereka memberikan 
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kesempatan untuk menyusui anak pada jam kerja apabila hal tersebut 
memang harus dilakukan, namun bukan dengan cara meninggalkan 
tempat kerja melainkan anak balita tersebut diantarkan oleh sanak 
saudara pekerja tersebut ketempat kerja dan kemudian pekerja bisa 
menyusui di ruangan serba guna yang telah disiapan. 
Berdasarkan tabel 12 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak atas menyusui anak pada saat jam kerja 
disektor penyediaan bahan bakar dan gas bumi ini khususnya di SPBU 
No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 dapat dipersentasekan seperti 
berikut: 
          Ket: A = Jumlah jawaban ya 
        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada sektor ini 
hanya 50% pekerja perempuan yang terpenuhi haknya atas kesempatan 
untuk menyusui anaknya. Namun hak ini kembali lagi kepada pekerja 
perempuan itu mau atau tidak untuk mempergunakannya, 50% pekerja ini 
memang mengetahui perusahaan mengizinkan untuk kemungkinan hal 
tersebut namun umumnya pekerja merasa kerepotan apabila harus 
meyusui anak di tempat kerja, sehingga memilih untuk mempergunakan 
hak ini. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuanatas kesepatan untuk 
menyusui anak pada jam kerja disektor penyediaan bahan bakar dan gas 
A x 100% = 5 x 100% = 50% 
      B               10 
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bumi di Kota Makassar sudah berjalan baik namun pelaksanaannya belum 
optimal. 
 
2.2. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
kesehatan dan keselamatan kerja yang terjadi di SPBU No. 74.902.39 dan 
SPBU No. 71.902.77 adalah sebagai berikut: 
a. Pemenuhan hak makanan dan minuman bergizi 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 
tanggal 15 Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 13 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Makanan dan Minuman Bergizi Bagi 
Pekerja Perempuan yang Bekerja Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 
Pukul 07.00 di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 Kota 
Makassar 
b.  
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Fitriana SPBU 74.902.39   
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39   
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39   
4 Larasati SPBU 74.902.39   
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39   
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77   
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7 Westi Asya SPBU 71.902.77   
8 Nurmiati SPBU 71.902.77   
9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77   
10 Artika Sari SPBU 71.902.77   
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak seorang pun 
pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 
07.00 mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, hal tersebut 
dikarenakan dari kedua SPBU ini tidak ada yang mempekerjakan 
perempuan di malam hari dengan pertimbangan kesehatan dan 
keamanan. Makanan dan minuman bergizi ini diberikan untuk memberikan 
daya tahan pekerja perempuan yang bekeja pada malam hari, kurang 
tidur di malam hari dapat mengganggu kesehatan pekerja sehingga harus 
diimbangi dengan makanan dan minuman bergizi, namun karena 
keduanya tidak mempekerjakan pekerja perempuann di malam hari, maka 
hak atas makanan dan minuman bergizi ini dianggap tidak perlu lagi untuk 
diberikan namun tujuan dari hak atas makanan dan minuman bergizi ini 
juga tetap terpenuhi. 
 
c. Pemenuhan hak atas penyediaan angkutan antar jemput  
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 




Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Penyediaan Angkutan Antar Jemput 
Bagi Pekerja Perempuan yang Berangkat dan Pulang Kerja Pukul 23.00 
Sampai Dengan Pukul 05.00 di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 
71.902.77 Kota Makassar 
d.  
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Fitriana SPBU 74.902.39   
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39   
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39   
4 Larasati SPBU 74.902.39   
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39   
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77   
7 Westi Asya SPBU 71.902.77   
8 Nurmiati SPBU 71.902.77   
9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77   
10 Artika Sari SPBU 71.902.77   
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat terlihat bahwa setelah 
diwawancarai dan menjawab kusioner kesepuluh pekerja perempuan 
tersebut menjawab bahwa perusahaan tempat mereka bekerja tidak 
menyiapkan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan di malam 
hari. Namun sama halnya dengan pemenuhan hak makanan dan 
minuman bergizi sebelumnya, hal ini juga dikarenakan perusahaan tidak 
mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari dikarenakan alasan 
kesehatan dan keselamatan pekerja. Pekerja perempuan hanya bekerja 
sampai dengan Pukul 21.00 sehingga perusahaan tidak merasa perlu 
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untuk menyiapkan angkutan antar jemput untuk pekerja, namun tujuan 
dari pemberian hak ini tetap terpenuhi. 
 
2.3. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kehormatan 
Perempuan 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
kehormatan perempuan yang terjadi di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU 
No. 71.902.77 adalah sebagai berikut: 
a. Pemenuhan hak atas penyediaan petugas keamanan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 
tanggal 15 Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 15 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Penyediaan Petugas Keamanan di 
SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Fitriana SPBU 74.902.39   
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39   
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39   
4 Larasati SPBU 74.902.39   
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39   
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77   
7 Westi Asya SPBU 71.902.77   
8 Nurmiati SPBU 71.902.77   
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9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77   
10 Artika Sari SPBU 71.902.77   
 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dan membagikan 
kusioner kepada 10 pekerja diatas, dapat terlihat bahwa keseluruhan 
menjawab bahwa perusahaan tempat mereka bekerja telah memenuhi 
hak atas penyediaan petugas keamanan di tempat kerja. Sehingga 
pekerja perempuan bisa merasa aman dan nyaman pada saat menjalanka 
tugasnya. 
Berdasarkan tabel 15 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak atas penyediaan petugas keamanan 
disektor penyediaan bahan bakar dan gas bumi khususnya di SPBU No. 
74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 dapat dipersentasekan seperti 
berikut: 
        Ket: A = Jumlah jawaban ya 
        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa 100% atau 
keseluruhan pekerja perempuan disektor penyediaan bahan bakar dan 
gas bumi khususnya di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 
telah mendapatkan hak atas penyediaan petugas keamanan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pekerja 
perempuan atas penyediaan petugas keamanan di tempat kerja sektor 
penyediaan bahan bakar dan gas bumi telah terpenuhi secara baik. 
A x 100% = 10 x 100% = 100% 
      B               10 
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b. Pemenuhann hak atas penyediaan kamar mandi/wc khusus 
pekerja perempuan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 pada 
tanggal 15 Januari 2014, maka dapat diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel 16 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Penyediaan Kamar mandi/Wc Khusus 
Pekerja Perempuan di SPBU No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 
Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Fitriana SPBU 74.902.39   
2 Lissa Eka Y. SPBU 74.902.39   
3 Husniati Basri SPBU 74.902.39   
4 Larasati SPBU 74.902.39   
5 Ginarsih L. SPBU 74.902.39   
6 Tuti Tobing SPBU 71.902.77   
7 Westi Asya SPBU 71.902.77   
8 Nurmiati SPBU 71.902.77   
9 Farah Dwi R. SPBU 71.902.77   
10 Artika Sari SPBU 71.902.77   
 
Setelah melakukan wawancara dan membagikan kuisioner maka 
dapat terlihat bahwa seluruh pekerja perempuan di dua SPBU yang 
berbeda menjawab bahwa perusahaan tempat mereka bekerja telah 
memberikan hak atas pemisahan kamar mandi/wc antara pekerja 
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perempuan dan pekerja laki-laki. Sehingga dapat dirumuskan perhitungan 
persentasi sebagai berikut: 
     Ket: A = Jumlah jawaban ya 
        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
 
Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa pemenuhan 
atas penyediaan kamar mandi/wc khusus pekerja perempuan di SPBU 
No. 74.902.39 dan SPBU No. 71.902.77 sebanyak 100%. Sehingga dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak atas penyediaan kamar 
mandi/wc khusus pekerja perempuan disektor penyediaan bahan bakar 
dan gas bumi di Kota Makassar telah terpenuhi dengan sangat baik. 
 
3. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Sektor Department 
Store 
 Sektor department store adalah sebuah lapangan pekerjaan yang 
berbentuk toko eceran yang berskala besar yang pengeloaannya dipisah 
dan dibagi menjadi bagian departemen-departemen yang menjual macam 
barang yang berbeda-beda.  
Dengan jangkauan skala besar yang dimiliki oleh department store 
tentunya membutuhkan pekerja yang tidak sedikit jumlahnya. Di Kota 
Makassar sendiri telah terdapat berbagai macam jenis department store 
mulai dari yang berada di pusat perkotaan hingga yang berada di wilayah 
A x 100% = 10 x 100% = 100% 
      B               10 
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pinggiran kota. Melihat pesatnya dan berkembangnya usaha di sektor 
department store di Kota Makassar, maka penulis merasa penting untuk 
meneliti tentang pemenuhan hak tenaga kerja perempuan di sektor ini. 
Pada sektor ini penulis memilih Perusahaan Matahari Department store 
dan Perusahaan PT. Alfaria Trijaya Tbk atau yang lebih sering kita dengar 
sebagai alfamart. Alasan penulis memilih kedua perusahaan ini karena 
melihat banyaknya cabang kedua perusahaan ini di Kota Makassar dan 
meliihat banyaknya pekerja pempuan yang terlibat di dalamnya. 
Dalam hal ini Matahari Department Store yang diteliti berada di 
pusat perbelanjaan Mal Panakukang Makassar, sedangkan PT. Alfaria 
Trijaya Tbk adalah beberapa alfamart yang berada di sekitaran wilayah 
Panakukang Kota Makassar. Matahari Department Store Mal Panakukang 
mempunyai pekerja sebanyak 290 orang yang dibagi kedalam beberapa 
devisi pekerjaan, yang terdiri dari 170 orang pekerja perempuan dan 120 
orang pekerja laki-laki. Sedangkan pada Alfamart Panakukang terdapat 24 
orang pekerja yang terdiri dari 16 orang pekerja laki-laki dan 8 orang 
pekerja perempuan. Apabila pekerja perempuan kedua perusahaan ini 







3.1. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Reproduksi 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
reproduksi yang terjadi di Matahari Department Strore Mal Panakukang 
dan Alfamart Panakukang adalah sebagai berikut: 
a. Pemenuhan hak cuti haid 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Strore Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 17 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Haid di Matahari Department Strore 
Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang Kota Makassar 




1 Rismawati Harizal Matahari   3 hari 
2 Indry Matahari    
3 Siska Utami Matahari    
4 Andi Hernita Matahari   2 hari 
5 Sukma Hamdani Matahari   2 hari 
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart    
7 Ernawati Alfamart    
8 Yuliana Alfamart    
9 Vera Dwiana Alfamart    
10 Andi Juminarati Alfamart    
 
Setelah kesepuluh pekerja perempuan tersebut diwawancarai dan 
menjawab kuisioner maka terkumpul data bahwa hanya 3 orang pekerja 
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yang mengetahui tentang hak atas cuti haid yang mereka miliki, 
sedangkan 7 orang lainnya menjawab bahwa hak cuti haid di perusahaan 
mereka tidak ada. Menanggapi hal ini maka pihak perusahaan 
mengatakan bahwa sesungguhnya hak cuti haid pekerja perempuan 
memang ada dan dapat dipergunakan selama 2 hari disetiap bulannya 
namun, kembali kepada pekerja yang bersangkutan tersebut apakah 
mereka mau mengajukan permintaan cuti atau tidak. 
Berdasarkan tabel 17 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak cuti haid disektor department store 
khususnya di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang dapat dipersentasikan seperti berikut: 
        Ket: A = Jumlah jawaban ya 
        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa hanya 30% dari 
kesepuluh pekerja perempuan disektor department store khususnya di 
Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang 
telah mendapatkan hak cuti haid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan pemenuhan hak cuti haid terhadap pekerja perempuan 




A x 100% = 3 x 100% = 30% 
      B               10 
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b. Pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Strore Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 18 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Hamil dan Melahirkan di Matahari 
Department Strore Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang Kota 
Makassar 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Rismawati Harizal Matahari   2 bulan 
2 Indry Matahari   3 bulan 
3 Siska Utami Matahari   3 bulan 
4 Andi Hernita Matahari   3 bulan 
5 Sukma Hamdani Matahari   2 bulan 
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart   3 bulan 
7 Ernawati Alfamart   3 bulan 
8 Yuliana Alfamart   2 bulan 
9 Vera Dwiana Alfamart   2 bulan 
10 Andi Juminarati Alfamart   3 bulan 
c.  
Setelah kesepuluh pekerja perempuan tersebut diwawancarai dan 
menjawab kuisioner maka terkumpul data bahwa 10 oorang pekerja 
tersebut telah mengetahui dan mendapatkan hak atas cuti hamil dan 
melahirkan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Namun ada 
perbedaan jawaban lama pemberian cuti, yakni 4 orang pekerja menjawab 
4 bulan dan 6 orang pekerja menjawab 3 bulan. Menyikapi adanya 
87 
 
perbedaan ini, pihak perusahaan mengatakan bahwa perbedaan lama 
pemberian cuti tersebut didasarkan pada kondisi fisik pekerja setelah 
melahirkan. 
Berdasarkan tabel 18 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak cuti hamil dan melahirkan disektor 
department store khususnya di Matahari Department Store Mal 
Panakukang dan Alfamart Panakukang dapat dipersentasikan seperti 
berikut: 
d.         Ket: A = Jumlah jawaban ya 
e.       B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa 100% atau 
keseluruhan pekerja perempuan disektor department store khususnya di 
Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang 
telah mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak cuti hamil dan 
melahirkan terhadap pekerja perempuan disektor department store Kota 
Makassar telah terpenuhi dengan sangat baik. 
 
c. Pemenuhan hak cuti keguguran 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Strore Mal Panakukang dan Alfamart 
A x 100% = 10 x 100% = 100% 
      B               10 
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Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 19 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Keguguran di Matahari Department 
Strore Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahan 
Pemenuhan Hak Lama 
Cuti Ya Tidak 
1 Rismawati Harizal Matahari    
2 Indry Matahari   1 bulan 
3 Siska Utami Matahari   1 bulan 
4 Andi Hernita Matahari    
5 Sukma Hamdani Matahari    
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart    
7 Ernawati Alfamart    
8 Yuliana Alfamart   2 bulan 
9 Vera Dwiana Alfamart    
10 Andi Juminarati Alfamart    
a.  
Setelah kesepuluh pekerja perempuan tersebut diwawancarai dan 
menjawab kuisioner maka terkumpul data bahwa hanya 3 orang pekerja 
yang mengetahui bahwa mereka berhak atas pemberian cuti keguguran 
dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan 7 orang pekerja 
lainnya menjawab bahwa perusahaan tidak pernah memberikan informasi 
bahwa mereka mempunya hak cuti keguguran, sehingga dalam kasus 
keguguran pekerja Matahari Department Store Mal Panakukang yang 
pernah terjadi, pekerja tersebut hanya melampirkan surat keterangan sakit 
dari dokter dan hanya diberikan waktu istirahat selama 3 hari, setelah 3 
hari maka pekerja tersebut diharuskan untuk masuk kerja kembali. Hal 
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seperti ini sangat membahayakan kesehatan pekerja bahkan dapat 
menyebabkan kematian karena keguguran bukan hal yang dapat 
dipandang remeh, pendarahan akibat keguguran dan kurangnya istirahat 
dapat mengancam nyawa pekerja. 
Berdasarkan tabel 17 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak cuti keguguran disektor department store 
khususnya di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang dapat dipersentasikan seperti berikut: 
b.         Ket: A = Jumlah jawaban ya 
c.       B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa hanya 30% dari 
keseluruhan pekerja perempuan disektor department store khususnya di 
Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang 
telah mendapatkan hak cuti keguguran. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan pemenuhan hak cuti keguguran terhadap pekerja 
perempuan disektor department store Kota Makassar belum terpenuhi 
dengan baik. 
 
d. Pemenuhan hak atas pemberian kesempatan menyusui  
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
A x 100% = 3 x 100% = 30% 
      B               10 
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Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 20 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pemberian Kesempatan Menyusui 
Anak Pada Jam Kerja di Matahari Department Store Mal Panakukang dan 
Alfamart Panakukang Kota Makassar 
e.  
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Rismawati Harizal Matahari   
2 Indry Matahari   
3 Siska Utami Matahari   
4 Andi Hernita Matahari   
5 Sukma Hamdani Matahari   
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart   
7 Ernawati Alfamart   
8 Yuliana Alfamart   
9 Vera Dwiana Alfamart   
10 Andi Juminarati Alfamart   
 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa keseluruhan 
dari pekerja perempuan di dua perusahaan yang berbeda ini menjawab 
bahwa pihak perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan 
kesempatan bagi pekerja untuk menyusui anaknya pada saat jam kerja. 
Hal ini sangat bertentangan dengan hakikat seorang perempuan bahwa 
selain sebagai pekerja, perlu dipahami juga bahwa pekerja tersebut 




Berdasarkan tabel 20 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak atas pemberian kesempatan menyusui anak 
pada saat jam kerja disektor department store khususnya di perusahaan 
Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang 
dapat dipersentasikan seperti berikut: 
f.           Ket: A = Jumlah jawaban ya 
g.                        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada sektor ini 
tidak seorang pun pekerja perempuan yang terpenuhi haknya atas 
pemberian kesempatan untuk menyusui anaknya pada saat jam kerja. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan atas pemberian 
kesepatan untuk menyusui anak pada jam kerja disektor department store 
di Kota Makassar sudah tidak berjalan dengan baik. 
 
3.2. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
kesehatan dan keselamatan kerja yang terjadi di Matahari Department 
Strore Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang adalah sebagai berikut: 
 
A x 100% = 0 x 100% = 0% 
      B               10 
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a. Pemenuhan hak makanan dan minuman bergizi 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 21 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Makanan dan Minuman Bergizi Bagi 
Pekerja Perempuan yang Bekerja Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 
Pukul 07.00 di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang Kota Makassar 
a.  
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Rismawati Harizal Matahari   
2 Indry Matahari   
3 Siska Utami Matahari   
4 Andi Hernita Matahari   
5 Sukma Hamdani Matahari   
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart   
7 Ernawati Alfamart   
8 Yuliana Alfamart   
9 Vera Dwiana Alfamart   
10 Andi Juminarati Alfamart   
 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa keseluruhan 
dari pekerja perempuan di dua perusahaan yang berbeda ini menjawab 
bahwa pihak perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan hak 
atas makanan dan minuman yang bergizi, namun hal tersebut 
dikarenakan kedua perusahaan ini tidak mempekerjakan pekerja 
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perempuan di malam hari dengan pertimbangan kesehatan dan 
keselamatan pekerja. Sehingga walaupun hak atas makanan dan 
minuman ini tidak diberikan, namun tujuan dari pemberian hak ini sudah 
tercapai dengan sendirinya. 
 
b. Pemenuhan hak penyediaan angkutan antar jemput  
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 22 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Angkutan Antar Jemput Bagi Pekerja 
Perempuan yang Berangkat Kerja dan Pulang Antara Pukul 23.00 Sampai 
Dengan Pukul 05.00 di Matahari Department Store Mal Panakukang dan 
Alfamart Panakukang Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Rismawati Harizal Matahari   
2 Indry Matahari   
3 Siska Utami Matahari   
4 Andi Hernita Matahari   
5 Sukma Hamdani Matahari   
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart   
7 Ernawati Alfamart   
8 Yuliana Alfamart   
9 Vera Dwiana Alfamart   




Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa keseluruhan 
dari pekerja perempuan di dua perusahaan yang berbeda ini menjawab 
bahwa pihak perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan hak 
atas penyediaan angkutan antar jemput namun hal tersebut dikarenakan 
kedua perusahaan ini tidak mempekerjakan pekerja perempuan di malam 
hari. Pekerja perempuan hanya bekerja sampai dengan pukul 22.00 untuk 
pekerja perempuan yang bekerja di Matahari Department Store Mal 
Panakukang dan pukul 21.00 untuk pekerja perempuan yang bekerja di 
Alfamart Panakukang. Pemberian jatah jam kerja malam oleh perusahan 
ini didasarkan pada keselamatan pekerja perempuan tersebut. Sehingga 
walaupun hak atas makanan dan minuman ini tidak diberikan, namun 
dengan adanya aturan tersebut, maka tujuan dari pemberian hak ini sudah 
tercapai dengan sendirinya. 
 
3.3. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dibidang Kehormatan 
Perempuan  
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dibidang 
Kehormatan Perempuan yang terjadi di Matahari Department Strore Mal 





a. Pemenuhan hak penyediaan petugas keamanan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 23 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Penyediaan Petugas Keamanan di 
Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang 
Kota Makassar 
a.  
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Rismawati Harizal Matahari   
2 Indry Matahari   
3 Siska Utami Matahari   
4 Andi Hernita Matahari   
5 Sukma Hamdani Matahari   
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart   
7 Ernawati Alfamart   
8 Yuliana Alfamart   
9 Vera Dwiana Alfamart   
10 Andi Juminarati Alfamart   
 
Setelah diwawancarai dan menjawab kuisioner, maka dapat 
terkumpul data seperti tabel diatas. Keseluruhan pekerja Matahari 
Department Store makassar menjawab bahwa perusahaan mereka 
menyediakan petugas keamanan di tempat mereka bekerja, bahkan 
petugas keamanan tersebut lebih dari 1 orang dan juga terdapat petugas 
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keamanan perempuan, sehingga pekerja di perusahaan ini dapat merasa 
aman dan nyaman selama beraktifitas di tempat kerjanya. Berbeda 
dengan yang dirasakan pekerja di Matahari Department Store Mal 
Panakukang, pekerja-pekerja di alfamart justru merasa khawatir dengan 
tidak adanya petugas keamanan di tempat mereka bekerja. Beberapa 
alfamart memang ditempatkan di jalan-jalan kecil agar lebih dekat dengan 
masyarakat, namun dengan adanya layanan buka 24 jam dan tanpa 
disediakan petugas keamanan, alfamart berubah menjadi sasaran empuk 
bagi pelaku tindak kejahatan, hal ini terbukti dengan maraknya kasus 
pencurian uang dan penjarahan terhadap barang-barang yang ada di 
alfamart bhkan tidak jarang pekerja alfamart juga menjadi korban karena 
ingin menghentikan tindak kejahatan. 
Berdasarkan tabel 23 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak atas penyediaan petugas keamanan 
disektor department store khususnya di perusahaan Matahari Department 
Store Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang dapat dipersentasikan 
seperti berikut: 
h.           Ket: A = Jumlah jawaban ya 
i.                        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada sektor ini 
hanya 50% pelaksanaan pemenuhan hak atas penyediaan petugas 
keamanan dapat terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik 
A x 100% = 5 x 100% = 50% 
      B               10 
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kesimpulan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan atas 
penyediaan petugas keamanan disektor department store di Kota 
Makassar sudah berjalan namun belum cukup baik. 
 
b. Pemenuhann hak penyediaan kamar mandi/wc khusus pekerja 
perempuan 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pekerja 
perempuan di Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart 
Panakukang pada tanggal 16 Januari 2014, maka dapat diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel 24 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Penyediaan Kamar mandi/Wc Khusus 
Pekerja Perempuan di Matahari Department Store Mal Panakukang dan 
Alfamart Panakukang Kota Makassar 
No Nama Pekerja Perusahaan 
Pemenuhan Hak 
Ya Tidak 
1 Rismawati Harizal Matahari   
2 Indry Matahari   
3 Siska Utami Matahari   
4 Andi Hernita Matahari   
5 Sukma Hamdani Matahari   
6 Nur Asmi Hamzah Alfamart   
7 Ernawati Alfamart   
8 Yuliana Alfamart   
9 Vera Dwiana Alfamart   




Setelah diwawancarai dan menjawab kuisioner, maka dapat 
terkumpul data seperti tabel diatas. Dari 10 pekerja perempuan, 6 orang 
pekerja menjawab bahwa perusahaan tempat mereka bekerja 
menyediakan kamar mandi/wc khusus pekerja perempuan, dan 4 orang 
pekerja lainnya menjawab bahwa perusahaan tempat mereka bekerja 
tidak menyediakan kamar mandi/wc khusus pekerja.  
Berdasarkan tabel 23 tersebut maka, perhitungan terhadap 
pelaksanaan pemenuhan hak atas penyediaan kamar mandi/wc khusus 
pekerja perempuan disektor department store khususnya di perusahaan 
Matahari Department Store Mal Panakukang dan Alfamart Panakukang 
dapat dipersentasikan seperti berikut: 
j.           Ket: A = Jumlah jawaban ya 
k.                        B = Jumlah keseluruhan pekerja 
Dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada sektor ini 
hanya 60% pelaksanaan pemenuhan hak atas penyediaan kamar 
mandi/wc khusus pekerja perempuan dapat terpenuhi. Hal ini dapat 
berdampak pada rentannya tindak kesusilaan yang dapat menimpa 
pekerja perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan atas 
penyediaan kamar mandi/wc khusus pekerja peremuan disektor 
department store di Kota Makassar sudah berjalan namun belum cukup 
baik. 
A x 100% = 6 x 100% = 60% 
      B               10 
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B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 
Pemenuhan  Hak-Hak Pekerja Perempuan di Kota Makassar 
Berbicara terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja 
perempuan di Kota Makassar, tentunya dalam pelaksanaannya ada 
beberapa hal yang sangat mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi tersebut terbagi atas faktor pendukung dan faktor 
penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang meperlancar proses 
pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan, sementara faktor 
penghambat adalah faktor yang menghalangi proses pelaksanaan 
pemenuhan hak pekerja perempuan. Pada wawancara yang dilakukan 
oleh penulis dengan pihak perusahaan dari ketiga sektor penelitian, pada 
tanggal 14 sampai dengan 16 Januari 2014 adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan 
Pemenuhan Hak-Hak Bidang Reproduki Bagi Pekerja Perempuan 
di Kota Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan 
pihak pekerja perempuan, maka faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang reproduksi pekerja perempuan 
di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
1.1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
reproduksi pekerja perempuan di Kota Makassar, adalah sebagai berikut: 
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a. Pihak perusahaan 
Pihak perusahaan menjelaskan faktor pendukung dikarenakan 
kesadaran pihak perusahaan bahwa pekerja adalah mitra yang berperan 
penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan sehingga menjaga 
kesejahteraan pekerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
pendapatan perusahaan. Pihak perusahaan juga menambahkan bahwa 
pengusaha yang sukses dinilai dari kesejahteraan pekerjanya. Terutama 
hak-hak dibidang reproduksi, hak dibidang ini terkait dengan hakikat 
pekerja sebagai seorang perempuan, maka pengusaha tidak bisa 
mempekerjakan perempuan namun menghapuskan hakikat pekerja 
sebagai seorang perempuan untuk haid, hamil, melahirkan, dan 
menyusui. Pihak perusahaan justru harus mendukung dan memberikan 
kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjalanan keduanya secara 
bersamaan. 
 
b. Pihak pekerja perempuan 
Faktor pendukung dari pihak pekerja perempuan yaitu karena 
pekerja perempuan menyadari akan hakikat dirinya untuk tetap 
menjalankan kodrat seorang perempuan yang menjalani masa haid, 
hamil, melahirkan, keguguran, dan menyusui sehingga dengan adanya 
peluang hak cuti yang diberikan pihak perusahaan yang berkaitan dengan 
bidang reproduksi, menjadi pilihan yang tepat bagi pekerja perempuan 
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untuk menjalankan kodratnya sebagai perempuan dan menjalankan 
profesinya sebagai pekerja. 
 
1.2. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
reproduksi pekerja perempuan di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
a. Pihak perusahaan 
Menurut pihak perusahaan ada banyak macam faktor penghambat 
pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, misalnya hak pekerja 
perempuan yang berkaitan dengan bidang reproduksi untuk mendapatkan 
cuti, dalam bidang ini pihak perusahaan menjelaskan bahwa hak cuti 
kembali kepada pekerja apakah mau mempergunakannya atau tidak dan 
apakah mau menjalankan lama masa cuti sesuai ketentuan undang-
undang atau tidak, namun pihak perusahaan memang menghilangkan 
pendapatan insentif harian bagi pekerja yang sedang dalam masa cuti. 
Menurut pihak perusahaan hal inilah yang menjadi menyebab biasanya 








b. Pihak pekerja perempuan 
faktor penghambat bagi pelaksanaan pemenuhan hak pekerja 
perempuan dibidang reproduksi adalah ketidaktahuan pekerja mengenai 
adanya hak cuti tersebut dikarenakan pihak perusahaan yang tidak 
menjelasan hal tersebut kepada pekerja dan juga adanya potongan gaji 
pook yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang membuat pekerja 
memilih untuk tidak menggunakan hak pekerja perempuan yang berkaitan 
dengan masalah reproduksi dalam hal ini yaitu hak cuti haid, hak cuti 
hamil dan melahirkan, hak cuti keguguran, dan hak pemberian 
kesempatan untuk menyusui anak pada jam kerja. 
 
 
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Hak-Hak Bidang 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan di 
Kota Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan 
pihak pekerja perempuan, maka faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang kesehatan dan keselamatan 







2.1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan di Kota 
Makassar, adalah sebagai berikut: 
a. Pihak perusahaan 
Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
kesehatan dan keselamatan kerja dari sisi pihak perusahaan adalah 
karena perusahaan menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan kerja 
adalah unsur penting yang harus diperhatikan bagi para pekerja. 
Sehingga perusahaan juga menetapkan aturan-aturan yang menjunjung 
tinggi kesehatan dan keselamatan pekerja. 
b. Pihak pekerja perempuan 
Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
kesehatan dan keselamatan kerja dari sisi pihak pekerja perempuan 
adalah karena pada kenyataannya pekerja perempuan tidak dipekerjakan 
di malam hari sehingga secara otomatis pemenuhan hak ini terpenuhi 
dengan sendirinya tanpa harus diberikan. 
2.2. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan di Kota 
Makassar adalah sebagai berikut: 
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a. Pihak perusahaan 
Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
kesehatan dan keselamatan kerja dari sisi pihak perusahaan adalah 
kurangnya keuangan dari pihak perusahaan untuk menyediakan angkutan 
antar jemput dan juga mempertimbangkan keselamatan dan keamanan 
bagi pekerja perempuan bila harus dipekerjakan di malam hari, oleh 
karena itu pihak perusahaan lebih memiliih untuk tidak mempekerjakan 
perempuan dimalam hari sehingga pemberian hak bidang kesehatan dan 
keselamatan kerja ini juga tidak harus diberikan namun tujuannya telah 
terpenuhi dengan sendirinya. 
 
b. Pihak pekerja perempuan 
Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
kesehatan dan keselamatan kerja dari sisi pihak pekerja perempuan 
adalah pekerja mengganggap batas jjam pulang dimalam hari belum 
masuk jam rawan, sehingga perusahaan tidak perlu menyiapakan 
makanan dan minuman yang bergizi atau pun menyiapkan angkutan antar 





3. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat Hak-Hak Bidang 
Kehormatan Perempuan Bagi Pekerja Perempuan di Kota 
Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan 
pihak pekerja perempuan, maka faktor pendukung dan faktor penghambat 
pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang kehormatan perempuan bagi 
pekerja perempuan di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
3.1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
reproduksi pekerja perempuan di Kota Makassar, adalah sebagai berikut: 
a. Pihak perusahaan 
Faktor pendukung dari pihak perusahaan adalah karena pihak 
perusahaan menyadari bahwa perempuan dalam kodratnya adalah 
mahluk yang diangkap lebih lemah diibanding dengan kaum laki-laki 
sehingga sudah menjadi kewajiban untuk mejaga kaum perempuan agar 
terhindar dari perbuatan yang mengancam kesusilaan dan nilai-nilai sosial 
yang berlaku di masyarakat, maka memberikan hak dibidang kehormatan 
perempuan seperti menyiapkan petugas keamanan di tempat kerja dan 





b. Pihak pekerja perempuan 
Faktor pendukung dari sisi pekerja perempuan dalam pemenuhan 
hak ini yaitu karena adanya aturan dari udang-undang yang 
mengharuskan perusahaan untuk melakukan hal tersebut dan juga untuk 
kepentingan pihak perusahaan. 
 
3.2. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak bidang 
kehormatan perempuan bagi pekerja perempuan di Kota Makassar adalah 
sebagai berikut: 
a. Pihak perusahaan 
Faktor penghambat dari perusahaan yaitu kurangnya lahan 
bangunan perusahaan untuk menyediakan kamar mmandi/wc khusus 
pekerja perempuan dan selama ini juga tidak ada permintaan dari pekerja 
untuk menyiapkan kamar mandi/wc khusus pekerja perempuan. Dan 
pekerja laki-laki sudah dianggap dapat menjaga perusahaan sehingga 
tidak perlu ada petugas keamanan.  
b. Pihak pekerja perempuan 
Faktor penghambat dari sisi pekerja perempuan yaitu tidak 
adanya usulan dari pihak pekerja kepada pihak perusahaan untuk 
memenuhi hak-hak dibidang kehormatan perempuan dikarenakan 
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kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri akan pentingnya kehormatan 






















Berdasarkan pada pembahasan maka penulis bekesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di Kota 
Makassar khususnya sektor pariwisata, sektor penyediaan bahan bakar 
dan gas bumi, dan sektor department strore pada umumnya belum 
terpenuhi dengan baik karena tidak semua hak-hak pekerja perempuan 
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 224 tahun 2003 tentang Kewajiban Perusahaan 
yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 
sampai dengan Pukul 07.00 dilaksanakan seutuhnya oleh pihak 
perusahaan. 
2. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di Kota 
Makassar ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat yang 
mempengaruhinya. Faktor pendukung adalah faktor yang 
memperlancar proses pelaksanaan pemenuhan hak pekerja 
perempuan, sementara faktor penghambat adalah faktor yang 




Setelah melakukan penelitian ini, adapun saran yang dapat 
penulis berikan adalah sebagai berikut: 
1. Seharusnya pihak perusahaan mensosialisasikan seluruh hal yang 
menjadi hak pekerja khususnya hak-hak pekerja perempuan dan 
berupaya untuk memenuhi hak pekerja tersebut karena hak pekerja 
adalah kewajiban bagi pihak perusahaan. Terutama hak atas cuti haid 
dan hak atas penyediaan kamar mandi/wc khusus pekerja perempuan. 
2. Seharusnya pihak perusahaan tidak memotong gaji pokok pekerja 
dalam masa cuti khususnya para pekerja perempuan yang sedang 
dalam masa cuti dikarenakan faktor reproduksi seperti haid, hamil, 
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C. Peraturan Perundang-Undangan 
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja 
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban 
Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara 
Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 
